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    ABSTRAK 
 
PENGARUH INDEKS DEMOKRASI DAN IPM TERHADAP 







Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh 
Indeks Demokrasi dan IPM  terhadap pertumbuhan ekonomi di  Indonesia 
periode 2010-2014. Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 
pertumbuhan ekonomi sebagai variabel denpenden, kemudian indeks 
kebebasan sipil, indeks hak politik, indeks lembaga demokrasi dan indeks 
pembangunan manusia sebagai variabel independen.  Penelitian  ini  
menggunakan data  sekunder  yang didapat melalui terbitan Badan Pusat 
Statistik mencakup data 33 provinsi Indonesia. Model menggunakan data panel 
yang dihitung dengan pendekatan Fixed Effect Model yang disertai Cross-
section Weights dengan menggunakan aplikasi Eviews 9.5. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 86 persen dari variasi variabel independen dalam penelitian 
ini dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan 
14 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model estimasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa hanya dua dari tiga variabel indeks demokrasi 
yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu indeks kebebasan sipil 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks hak 
politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 
variabel indeks lembaga demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi sedangkan indeks pembangunan manusia tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 
2010-2014. 
 













INFLUENCE OF DEMOCRACY AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX ON 
ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA 
 
         Endy 
             Marsuki 
                                                    Fatmawati          
 
This study aimed to analyze and determine the effect Democracy and Human 
Developmen Index to economic growth in Indonesia in the period 2010-2014. The 
variables were observed in this study are as denpendent variable economic 
growth, then the civil liberties index, political rights index, and democratic 
institutions index and human development index as independent variables. This 
study uses secondary data published by the Badan Pusat Statistik include data 
on Indonesia's 33 provinces. The model uses panel data calculated approach 
accompanied Fixed Effect Model Cross-section Weights using Eviews 
applications 9.5. The results of this study showed that 86 percent of the variation 
of the independent variables in this study may explain the variable of economic 
growth in Indonesia, while 14 percent were influenced by other factors outside the 
model estimation. The results show that only two of the three variables 
democracy index significantly to the economic growth that civil liberties index 
positive and significant impact on economic growth, the index of political rights 
and a significant negative significant effect on economic growth, the index 
variable democratic institutions does not effect on the economic growth while the 
human development index does not effect significant on the economic growth in 
Indonesia in the period 2010-2014. 
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1.1  Latar Belakang Masalah 
 Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian 
adalah pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari angka PDB untuk nasional 
ataupun PDRB untuk daerah terutama untuk menganalisis hasil pembangunan 
ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Setiap tahun, 
pemerintah Indonesia selalu menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 
angka tertentu sebagai salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan 
pembangunan ekonomi. Namun yang menarik apabila melihat fenomena 
pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2010-2014 yang justru mengalami 
penurunan. Hal ini bisa dilihat dari gambar dibawah ini: 
Gambar 1.1 













Gambar 1.1 menunjukkan bahwa trend pertumbuhan ekonomi Indonesia 
mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014 di angka 5,74% dan 5,21% 
relatif dibandingkan tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2010-2012 di angka 
6,07% dan 6,16%. Adapun di tingkat provinsi pada tahun 2014, Provinsi yang 
mengalami PDRB terendah adalah Kaltim sebesar 2,0% dan Aceh sebesar 1,7%. 
Sedangkan provinsi yang memiliki laju PDRB yang cukup tinggi adalah provinsi 
Jambi sebesar 7,8% dan Sulbar sebesar 8,7%. Adapun provinsi lainnya memiliki 
laju PDRB dikisaran 5-7%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut: 
Gambar 1.2 








     Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 (Data diolah) 
  
Trend penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebaimana gambar 
diatas bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi sebagaimana 
teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Harrod dan Domar dan teori 
pertumbuhan ekonomi Neoklasik yang dipelopori oleh Solow dan Romer yang 
menyimpulkan mesin pertumbuhan ekonomi suatu Negara ditentukan oleh faktor-





Selain faktor ekonomi yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam 
melihat pertumbuhan ekonomi, penelitian ini mencoba memperhitungkan faktor 
pendukung lainnya seperti faktor politik sebagaimana seiring berkembangnya 
ilmu pengetahuan dan penelitian maka teori pertumbuhan ekonomi pun semakin 
meluas cakupannya. Seperti yang dikemukakan oleh Guan (2008) dalam 
penelitiannya yang berjudul Growth Theory Needs an Institutional Structure yang 
mengungkapkan bahwa Teori Pertumbuhan Neoklasik dan Endogen yang di 
pelopori oleh Solow dan Romer tidaklah cukup untuk menjelaskan variasi 
pertumbuhan ekonomi. Kedua teori tersebut mengabaikan struktur institusi. 
Padahal institusi diyakini akan mampu memberikan penjelasan yang lebih baik 
mengenai pertumbuhan ekonomi. Menurut Ali (Septiani, 2014) bahwa kebebasan 
ekonomi menggambarkan sebuah institusi yang baik. Oleh karena itu, kualitas 
sebuah intitusi diyakini akan semakin memberikan efek positif pada pertumbuhan 
ekonomi. Salah satu bentuk institusi adalah institusi politik.     
Blanchard (2006) menambahkan bahwa sebuah institusi akan berperan 
penting dalam menjaga kestabilan politik sehingga akan mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berbagai indikator muncul untuk mengukur 
bagaimana faktor politik mempengaruhi kondisi perekonomian suatu Negara dan 
daerah seperti property rights, presure of redistribution, dan predactory dictator 
(Drazen, 2000).  
Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 memperlihatkan 
bagaimana krisis ekonomi dan krisis politk sangat jelas dirasakan di berbagai 
daerah di Indonesia. Adanya krisis keuangan yang melanda Asia, KKN semakin 
merajalela dalam tubuh birokrasi pemerintahan, harga bahan bakar minyak naik 
hingga 71%, kemiskinan rakyat terus meningkat, ketimpangan sosial yang sangat 




demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi dan 
pergantian presiden, reshuffle kabinet, menggelar Sidang Istimewa MPR, dan 
melaksanakan pemilu secepatnya. 
 Berakhirnya pemerintahan orde baru membuat sistem politik di Indonesia 
mengalami banyak perubahan di era reformasi yang memberi masyarakat ruang 
melalui jalur formal dengan membentuk partai politik untuk mengikuti pemilu. 
Selain itu, sistem politik Indonesia yang awalnya hanya dikenal satu Pemilu, yaitu 
Pemilu Legislatif yang diselenggarakan lima tahunan. Pasca amandemen ketiga 
UUD 1945, sejak tahun 2004 Indonesia  mengenal Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden. Pada tahun yang sama ditetapkan UU No. 32 tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian sejak tahun 
2004, di Indonesia dikenal tiga pemilihan yaitu Pemilu Legislatif, Presiden, dan 
Kepala Daerah. 
Keberadaan Pemilu merupakan ciri paling mendasar dan penting dari 
sebuah negara demokrasi yang menandai adanya kebebasan politik. Hal ini 
bermakna bahwa adanya reformasi mendorong terciptanya kebebasan politik.  
Seiring dengan semakin bergairahnya kehidupan demokrasi di Indonesia, 
Badan Pusat Statistik telah mengeluarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 
pada tahun 2009. Indeks Demokrasi Indonesia adalah angka-angka yang 
menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia. 
Indeks Demokrasi Indonesia sebagai ukuran kestabilan politik mengukur 
demokrasi melalui tiga aspek penting yaitu Indeks Kebebasan Sipil (IKS), Indeks 
Hak Politik (IHP), dan Indeks Lembaga Demokrasi (ILD). Indeks Demokrasi 
Indonesia menyajikan gambaran kondisi demokrasi masing-masing provinsi 




yang menarik apabila melihat skor IDI Indonesia tahun 2012-2014 yang relatif 
mengalami peningkatan terutama pada tahun 2014 di angka 73,04 (skala 0-100) 
dan berada dalam kategori sedang namun tidak sejalan dengan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia di tahun yang sama yang justru mengalami penurunan.  
Gambar 1.3. Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Pertumbuhan 
















Sumber : Statistik Politik dan Statistik Indonesia 2015, BPS (Diolah)  
 
Gambar diatas memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara angka 
pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan skor IDI terutama pada tahun 2012-
2014. Adanya Pemilihan Umum (PEMILU) Presiden dan wakil Presiden pada 
tahun 2014 sangat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan skor IDI. 
Namun disisi lain, PEMILU memungkinkan menjadi faktor penghambat 
penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Di sisi lain, apabila angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dihubungkan 
dengan ukuran keberhasilan pembangunan saat ini yaitu Indeks Pembangunan 




dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan standar 
hidup layak juga terjadi ketidaksesuaian.  
Gambar 1.4. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia  Metode Baru dan 







Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah) 
Gambar diatas memperlihatkan angka IPM dengan metode baru 
Indonesia tumbuh 0,89 persen tahun 2010-2014. Namun sebaliknya, laju 
pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mengalami penurunan padahal 
pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup 
masyarakat secara merata yang tercermin melalui angka IPM.  
 Menurut Mariana (2013) yang merupakan Guru besar Ilmu Pemerintahan 
UNPAD, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada dasarnya juga merupakan 
ukuran keberhasilan pembangunan dilihat dari aspek perkembangan demokrasi, 
karena pada hakikatnya pembangunan yang dilakukan baik nasional aupun 




dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanan pembangunan, maupun di 
dalam menikmati hasil – hasil pembangunan tersebut. 
Saat ini hasil pengukuran IDI tidak dijadikan sebagai indikator makro 
keberhasilan pembangunan di level provinsi dibandingkan dengan indeks 
pembangunan manusia yang telah secara rutin di jadikan masukan dan rujukan 
di dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan sehingga hasil 
pengukuran IDI masih sebatas dipahami dan seolah – olah hanya kepentingan 
rumpun urusan politik, pemerintahan, Hukum dan hak asasi manusia di 
lingkungan organisasi perangkat daerah. Sementara itu, organisasi perangkat 
daerah lainnya yang termasuk rumpun ekonomi kurang memperoleh 
pemahaman dan pengertian akan keterkaitan hasil pengukuran IDI ini dengan 
sektor ekonomi dan sosial padahal hasil pencapaian demokrasi harus berbuah 
kesejahteraan yang dicerminkan oleh pembangunan sektor ekonomi dan sektor 
sosial. 
Tentu pemahaman secara parsial ini harus segera diluruskan, sehingga 
tumbuh pemahaman yang holistik dan terintegrasi antara pembangunan 
demokrasi di satu sisi dan pembangunan ekonomi dan sosial di sisi lainnya. 
Hasil pengukuran indeks demokrasi Indonesia, hanya akan bermakna bagi 
kemajuan bangsa Indonesia manakala dijadikan masukan bagi kebijakan dan 
perencanaan pembangunan yang membuahkan kemajuan di bidang ekonomi.  
Salah satu aspek yang menarik untuk diteliti berkaitan dengan 
pemaparan sebelumnya adalah bagaimana pengaruh pelaksanaan demokrasi 
melalui ukuran Indeks Demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana 
penjelasan di awal yang menerangkan teori-teori pertumbuhan ekonomi yang 
bukan hanya ditentukan oleh variabel ekonomi semata melainkan juga 




diperhitungkan dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi seperti pada 
penelitian Guan (2008) dan Ali (Septiani, 2014) yang telah dibahas sebelumnya. 
       Para pengambil kebijakan seolah hanya cenderung melihat pertumbuhan 
ekonomi ditentukan oleh faktor utama semata, padahal selain faktor utama, ada 
faktor pendukung juga harus diperhitungkan. Hal ini memunculkan rasa 
penasaran bagi peneliti untuk menulis skripsi dengan topik “Pengaruh Indeks 
Demokrasi (diukur melalui Indeks Kebebasan Sipil, Indeks Hak Politik, 
Indeks Lembaga Demokrasi) dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia”. 
1.2    Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 
pertanyaan yang hendak diajukan dalam penelitian ini yaitu: 
 Apakah Indeks Demokrasi yang diukur oleh Indeks Kebebasan Sipil 
(IKS), Indeks Hak Politik (IHP), dan Indeks Lembaga Demokrasi (ILD), 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?  
 Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
  Mengetahui pengaruh Indeks Demokrasi yang diukur oleh Indeks 
Kebebasan Sipil, Indeks Hak Politik, dan Indeks Lembaga Demokrasi, 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
  Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap 




1.4  Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk menambah wawasan penulis dalam melihat pertumbuhan ekonomi 
di Provinsi-provinsi di Indonesia bukan hanya dari variabel ekonomi 
melainkan juga mempertimbangkan aspek politik terutama dari aspek 
pelaksaan demokrasi. 
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. 
3. Sebagai bahan literatur tambahan mengenai ekonomi politik mengingat 
masih terbatasnya karya-karya ilmiah tentang ekonomi politik terutama 
kaitan antara pelaksaan demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. 
4. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam 
pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya di tentang pengaruh 
pelaksaan demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi 
5. Sebagai masukan bagi pemerintah khususnya instansi-instansi terkait di 
Provinsi-provinsi di Indonesia dalam merumuskan kebijakan pertumbuhan 
ekonomi bukan hanya dari perspektif ekonomi semata melainkan juga 











2.1 Tinjauan Teoritis 
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi  
Samuelson (1995) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi 
menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari Gross Domestic Product 
potensial/output dari suatu negara. Dalam ruang lingkup regional, kita mengenal 
istilah Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori, PDRB tidak 
dapat dipisahkan dari Produk Domestik Bruto (PDB) baik dari konsep, definisi, 
metodologi, cakupan dan sumber datanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga 
keseragaman konsep, definisi dan metoda yang dipakai di seluruh Indonesia. 
PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang 
dihasilkan oleh sistem perekonomian di suatu wilayah atau daerah dalam kurun 
waktu tertentu. PDRB dapat diukur berdasarkan harga berlaku maupun harga 
konstan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku 
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 
harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar  
harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 
menggunakan harga pada tahun tertentu sehingga PDRB merupakan suatu  
ukuran untuk melihat aktivitas dan peranan sektor ekonomi suatu daerah. 
Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai 






2.1.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik dan Endogen 
Teori Neoklasik berkembang sejak tahun 1956 berdasarkan analisis-
analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. 
Robert Solow adalah ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan 
teori pertumbuhan tersebut. Teori menggunakan pendekatan umum dimana 
bebas mengabaikan beberapa aspek penting dari macroeconomics, seperti 
fluktuasi jangka pendek dalam ketenagakerjaan, pertumbuhan populasi, dan 
tabungan. Model pertumbuhan Solow merupakan model pertumbuhan yang 
mengasumsikan bahwa perkembangan teknologi adalah exogenues. Asumsi-
asumsi penting dari model Solow antara lain: tingkat depresiasi dianggap 
konstan, tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang 
modal, tidak ada sektor pemerintah, tingkat pertambahan penduduk (tenaga 
kerja) dianggap konstan serta seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah 
penduduk sama dengan jumlah pekerja (Pratama dan Manurung, 2008).  
 Model Solow menyimpulkan bahwa mesin pertumbuhan adalah 
perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang merupakan variabel eksogen 
sebagai variabel yang dapat meningkatkan kemampuan perekonomian untuk 
berproduksi sepanjang waktu karena teknologi dapat mengefisiensikan tenaga 
kerja. Akan tetapi, seperti pada pembahasan sebelumnya model tersebut 
mengasumsikan bahwa teknologi bersifat eksogen. Hal inilah yang membuat  
Romer (Todaro, 2003) mengembangkan Model Solow dengan menjadikan 
teknologi sebagai faktor endogen. Model Romer menunjukan bahwa total 
produksi ditentukan oleh perilaku-perilaku agen ekonomi. Modal dalam hal ini 
harus didefinisikan dalam arti yang lebih luas, yaitu: modal fisik dan modal 




2.1.3   Pengembangan Teori Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut Yustika (2006), pada saat ini para ekonom memberikan 
perhatian besar pada seperangkat ide yang kemudian dikenal dengan istilah 
"ekonomi kelembagaan baru" (new institutional economics/NIE). NIE sendiri 
merupakan upaya "perlawanan" terhadap dan sekaligus pengembangan ide 
ekonomi neoklasik yang mengabaikan secara total peran kelembagaan yang 
mengasumsikan pelaku-pelaku ekonomi beroperasi dalam ruang yang bebas 
nilai (vacuum). Literatur NIE juga menambahkan beberapa poin penting tentang 
kegagalan kelembagaan (institutional failures) yang menjadi penyebab terjadinya 
keterbelakangan di banyak negara. Kegagalan kelembagaan tersebut merujuk 
kepada struktur kontrak dan hukum, serta regulasi dari penegakan pihak ketiga 
(rules of third party enforcement) yang lemah, padahal semua itu harus diperkuat 
untuk dapat menjalankan transaksi pasar. 
Douglas C. North merupakan salah satu tokoh Ekonomi Kelembagaan 
yang membahas peranaan penting suatu lembaga terhadap perekonomian 
dalam bukunya Institutions, Institutional  Change and Economic Performance 
(1990). North (1990) mengungkapkan bahwa lembaga merupakan sebuah rules 
of the game atau aturan main di dalam masyarakat. Institusi adalah suatu alat 
yang digunakan manusia sebagai batasan dalam melakukan interaksi antar 
sesama manusia. Batasan yang dimaksud berupa tiga aturan; yaitu (1) formal 
rule atau aturan formal, yang terdiri atas sistem kontrak, undang-undang, hukum 
dan regulasi, (2) informal constraint atau batasan informal, yang terdiri atas 
konvensi, kepercayaan dan norma sosial serta budaya, dan (3) enforcement of 
both atau pemaksaan pematuhan terhadap keduanya, yang membentuk perilaku 




Lane dan Tornel (Septiani, 2014) meneliti tentang negara yang memiliki 
sumber daya alam melimpah tetapi memiliki kecenderungan pertumbuhan 
ekonomi yang rendah dan penelitiannya juga menemukan bahwa lemahnya 
lembaga menjadi salah satu penyebab mengapa negara-negara tersebut 
memiliki pertumbuhan yang rendah. Lembaga yang lemah tidak mampu 
melindungi hak kepemilikan sumber daya dan menciptakan pemerintahan yang 
korup serta sistem yang tidak dapat dipercaya. Lemahnya perlindungan terhadap 
hak kepemilikan akan menghambat kemajuan teknologi. Hal ini sering terjadi 
pada negara-negara yang sedang berkembang. 
Menurut Bigsten dan Levin (Agussalim, 2009) bahwa Negara-negara 
yang berhasil dalam pertumbuhan kemungkinan besar juga akan berhasil dalam 
menurunkan kemiskinan, apalagi jika terdapat dukungan kebijakan dan 
lingkungan kelembagaan (institutional environment) yang tepat. Salah satu 
bentuk lembaga dalam sebuah negara adalah lembaga politik. Pada dasarnya 
faktor politik dan ekonomi merupakan faktor yang selalu saling melengkapi, 
saling terkait. Dalam sebuah kehidupan bernegara keduanya merupakan faktor 
yang tidak dapat dihindari. Terdapat hubungan kausalitas antara kedua faktor 
tersebut dimana satu faktor dapat mempengaruhi faktor lainnya. 
Deliarnov (2006) menyatakan bahwa hubungan antara ekonomi politik 
kelembagaan dengan kebijakan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
juga dapat diamati dari berbagai keputusan yang menyangkut kebijakan publik 
yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan institusi ekonomi dan politik 
yang ada. Menurut Dwight Y. King, teori ekonomi politik adalah sebuah alat 
analisis yang menitik beratkan pada kekuasaan politik sebagai variabel dominan 
dimana menurut pengamatannya tertuju pada segi-segi politik yang mengubah 




Ekonomi Politik merupakan sebuah studi tentang bagaimana pembuat 
kebijakan mempengaruhi kebijakan dalam memutuskan sebuah pilihan dan 
mempengaruhi outcome perekonomian. Kebijakan ekonomi tidak ditentukan oleh 
social planner yang bebas kepentingan (benevolent), namun ditentukan oleh 
social planner yang memiliki berbagai kepentingan (Septiani, 2014).  
Drazen (2000) menjelaskan bagaimana ketidakstabilan politik 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan politik akan 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui sebuah institusi politik. Institusi 
politik menjadi tolok ukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi karena institusi 
mengatur tentang; (1) property rights atau hak kepemilikan atas barang atau 
sumber daya yang dimiliki oleh individu maupun perusahaan, (2) presure of 
redistribution atau kemampuan sebuah institusi untuk mengendalikan redistribusi 
pendapatan secara merata, dan (3) predatory dictator atau sistem pemerintahan 
yang diterapkan pada sebuah negara (sistem ditaktor maupun demokrasi). 
Berkaitan dengan predatory dictator atau sistem pemerintahan yang 
diterapkan oleh suatu negara, gelombang demokratisasi yang besar 
menandakan banyaknya negara yang mulai beralih menjadi negara yang 
menerapkan nilai-nilai demokrasi. Kemudian dalam perkembangan studi ilmu 
politik termasuk dalam kajian hubungan internasional, muncul sebuah 
perdebatan mengenai keterkaitan antara demokratisasi politik dan pembangunan 
ekonomi. Perdebatan tersebut terkonsentrasi pada dua pertanyaan besar yaitu 
dapatkah pertumbuhan ekonomi mendorong demokratisasi politik atau 
sebaliknya dapatkah demokratisasi politik memacu pertumbuhan ekonomi?. 
Dewasa ini, hampir semua negara memiliki sistem pemerintahan yang 
demokratis. Hanya beberapa negara saja yang memiliki sistem pemerintahan 




kebijakan yang akan mengancam pertumbuhan ekonomi. Tidak adanya 
demokrasi akan mempengaruhi kontrol rakyat terhadap pemerintah. Pemerintah 
akan memiliki kekuatan politik yang tidak terbatas. Kekuatan politik yang tidak 
terbatas ini akan berpengaruh terhadap berbagai sektor termasuk perekonomian. 
Kebijakan perekonomian akan diformulasikan berdasarkan kepentingan agen 
politik yang bersangkutan. 
Helliwell (Septiani, 2014) mengungkapkan bahwa demokrasi sangat 
penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya demokrasi, 
kesempatan rakyat untuk menyuarakan pemikiran dan pendapat terbuka dengan 
luas. Pemikiran dan pendapat rakyat yang disampaikan kepada pemerintah, 
diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan utama dalam penetapan 
kebijakan. 
Lipset (1960) mengatakan bahwa semakin kaya suatu bangsa, semakin 
besar peluang negara itu untuk berdemokrasi. Menurut Lipset, sangat erat 
hubungan antara demokrasi dengan pembangunan sosial-ekonomi atau 
tingkatan modernisasi yang dicapai, karena modernisasi dan hasil pembangunan 
yang berujud pada kesejahteraan akan selalu disertai oleh sejumlah faktor yang 
kondusif bagi demokrasi, yakni meningkatnya tingkat  mutu pendidikan dan 
pembangunan media massa. Kesejahteraan juga akan menyediakan 
sumberdaya yang dibutuhkan untuk meredakan ketegangan yang ditimbulkan 
oleh konflik politik. 
 Jalan pemikiran Lipset dapat digambarkan demikian: Kehidupan ekonomi 
yang lebih baik akan memberikan kesempatan untuk memperoleh tingkat 
pendidikan dan akses media massa yang lebih tinggi. Jenjang yang lebih tinggi 
pada aspek-aspek tersebut sudah tentu merupakan salah satu faktor kondusif 




dapat membuka cakrawala pemikiran seseorang termasuk di dalamnya tentang 
politik, ideologi. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi membuat seseorang 
menjadi lebih menyadari akan kedudukan dan martabatnya. Mereka itu tidak 
puas hidup di bawah rejim otoriter yang represif. Mereka menuntut partisipasi 
yang lebih besar dan luas dalam pembangunan. 
 Akan tetapi, temuan Lipset ini seolah menjadi tidak berarti ketika banyak 
negara berkembang yang lepas dari penjajahan dan berdiri sebagai negara baru, 
serta umumnya mengukuti jejak modernisasi, pada akhirnya tidak seperti 
dikemukakan itu. Boleh saja modernisai melahirkan kesejahteraan yang 
mendorong ke arah demokratisasi dan itu terjadi di Eropa Barat, Amerika Utara 
dan Australia, tetapi tidak demikian halnya dengan Korea Selatan, Taiwan, serta 
negara-negara Amerika Latin yang ternyata tidak melahirkan demokrasi tetapi 
melahirkan otoriterisme. Padahal negara-negara itu pembangunan ekonominya 
tergolong cepat disertai dengan distribusi pendapatan yang cukup merata. 
 Moore (1996) berpendapat bahwa bukan kemajuan ekonomi yang 
mendasari pertumbuhan demokrasi melainkan suasana yang demokratis yang 
memungkinkan kemajuan ekonomi. Dengan adanya demokrasi maka itu berarti 
sudah terbuka ruang kebebasan di dalam masyarakat. Dengan itu para 
penguasa yang  didukung oleh para pemodal atau tuan tanah tidak lagi dapat 
bertindak tanpa memperhatikan apa maunya masyarakat melainkan ia harus 
sungguh-sungguh mendengarkan mereka.  
 Hanya, kalau kita bertolak dari pengalaman beberapa negara 
berkembang maka analisis Moore tidak kena. Beberapa negara berkembang 
berhasil membangun ekonomi menjadi maju, bahkan kelas-kelas sosial relatif 
tumbuh menjadi maju, dan masyarakat sipilnya relatif terbangun, namun 




pendukung pendekatan otoriter yakin bahwa demokrasi justru menghambat 
pembangunan ekonomi. Lowenthal, misalnya, berpendapat bahwa dalam sistem 
demokratis yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuntut kebebasan 
dan hak-haknya secara tidak terbatas terkadang dapat menghambat hal-hal 
penting yang perlu dilakukan bagi pembangunan ekonomi. Korea Selatan 
dianggap sebagai contoh sukses negara otoriter yang mampu membangun 
negerinya dengan kemajuan ekonomi yang cemerlang. 
Lee Kuan Yew (mantan PM Singapore) dalam Tesisnya mengatakan 
bahwa ”Demokrasi akan merusak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 
suatu Negara”. Hipotesis ini diterapkan di negara Singapura dan terbukti 
pertumbuhan ekonominya sangat tinggi sampai sekarang. Perdana (Iksan, 2015) 
menjelaskan Tesis Lee bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi 
masyarakat harus rela mengorbankan sedikit kemerdekaan sipil dan hak-hak 
politik. Singapura, yang mempertahankan ekonomi pasar yang sangat terbuka 
dan menarik banyak investasi asing, tidak melindungi kebebasan sipil seperti 
kebebasan berbicara dan berekspresi. Jika masyarakat sudah mencapai taraf 
hidup yang tinggi, kemerdekaan dan demokrasi bukan lagi sebuah kebutuhan. 
Lebih jauh, nilai-nilai Asia (Asian Values) yang menjadi inti sari dari Tesis 
Lee meyakini adanya kecenderungan budaya untuk patuh kepada otoritas yang 
lebih tinggi dan pekerja keras memungkinkan Negara-negara Asia Timur 
menciptakan kebijakan ekonomi yang liberal namun tanpa demokrasi. Misalnya 
pengalaman Korea Selatan di bawah Park Chang-Sun, juga Malaysia di bawah 
Mahathir dan Indonesia di bawah Soeharto dengan mantra stabilitas politik yang 





Berbeda halnya dengan North (1990) yang mengatakan bahwa secara 
teoritis, menjalankan pemerintahan secara otoriter butuh biaya yang besar dan 
sangat tidak efisien. Inefisiensi mengakibatkan lemahnya kinerja ekonomi. Selain 
itu, demokrasi dianggap lebih mampu mengalokasikan sumber daya secara 
efisien. Namun Huntington (1968) justru mengatakan hal yang sebaliknya bahwa 
demokrasi justru tidak efisien. Dalam demokrasi, proses pengambilan keputusan 
bisa terkesan lambat. Pemerintahan yang demokratis juga berpotensi tunduk 
atas tekanan populis sedangkan pemerintah yang otoriter dapat mengambil 
keputusan dengan orientasi jangka panjang  
Beberapa pendapat menyebutkan, negara diktator sangat baik untuk 
mewujudkan pertumbuhan ekonomi karena politik demokrasi sangat lamban, dan 
negara otoriter sangat cepat mendorong keputusan politik seperti reformasi 
ekonomi. Negara non demokratis sangat positif untuk mengupayakan sumber 
daya yang terbatas untuk langsung diberdayakan untuk aktivitas yang langsung 
memberikan output ekonomi. 
Argumen dari Amartya Sen juga menekankan, tujuan akhir dari 
pembangunan adalah kebebasan dalam arti luas. Demokrasi adalah sarana 
untuk mencapai tujuan kebebasan politik, jika pembangunan ekonomi bertujuan 
menciptakan kebebasan di bidang ekonomi. Di dalam negara demokrasi tidak 
selalu membawa kemakmuran, tetapi di negara-negara demokrasi tidak pernah 
ada kelaparan karena pemerintahnya sangat tanggap terhadap permasalahan-
permasalahan rakyatnya. 
Dalam demokrasi, pertumbuhan dan perbaikan ekonomi sebelum pemilu 
kemungkinan akan membuat warga menyalurkan hak-hak politiknya untuk 
memilih kembali pemerintah yang ada saat ini. Sebaliknya, pemilih tidak akan 




telah menyalahgunakan kekuasaan dan tidak melakukan perbaikan ekonomi. 
Secara khusus, pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat meningkatkan 
ketidakpuasan dan menciptakan insentif bagi aksi politik anti-pemerintah. 
Salah satu pilar dalam demokrasi adalah lembaga. Londregan dan Poole 
(1990), mengatakan bahwa lembaga demokrasi dapat membahayakan growth. 
Ide dasar yang melandasi ini bahwa para pembuat kebijakan di pemerintahan 
demokratis tunduk pada tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan, 
kebijakannya mengarah pada peningkatan peluang mereka dalam pemilihan 
kembali bukan kebijakan yang meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. 
Orang-orang yang duduk di lembaga khususnya di lembaga DPR/DPRD 
memegang peranan penting dalam pengawasan pengambilan kebijakan publik 
sehingga adanya usaha penyalahgunaan wewenang akan sangat merugikan 
masyarakat yang juga berdampak pada kondisi ekonomi. Terlebih lagi, orang-
orang yang duduk dalam lembaga tersebut merupakan hasil dari proses 
demokrasi yang membutuhkan banyak biaya sehingga motivasi anggota 
DPR/DPRD memungkinkan berubah haluan untuk kepentingan pribadi.  
Sejalan dengan perkembangan demokrasi di Negara Indonesia, maka 
BPS dengan dukungan UNDP telah mengembangkan suatu alat untuk mengukur 
sejauh mana perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia yaitu 
Indeks Demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur 
obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI 
merupakan pengukuran yang dibangun dengan latar belakang perkembangan 
sosial-politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi 
maupun metode pengukurannya, IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan 
Indonesia.  Adapun Indeks Demokrasi Indonesia terdiri dari 3 Aspek, 11 Variabel, 




Tabel 2.1 Variabel dan Indikator pada Aspek Kebebasan Sipil 
Variabel I : Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 
Indikator 1  
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. 
Indikator 2 
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang 
menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat 
Variabel II: Kebebasan Berpendapat 
Indikator 3 
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
Indikator 4 
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
Variabel III: Kebebasan Berkeyakinan 
Indikator 5 
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat 
dalam menjalankan agamanya 
Indikator 6 
Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau 
mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya 
Indikator 7 
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok 
masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama 
Variabel IV: Kebebasan dari diskriminasi 
Indikator 8 
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap 
kelompok rentan lainnya 
Indikator 9 
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam 
hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya 
Indikator 10 
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena 
alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya 
Tabel 2.2 Variabel dan Indikator pada Aspek Hak-hak Politik 
Variabel V: Hak Memilih dan Dipilih 
Indikator 11 
Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat 
Indikator 12 
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok 
penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih 
Indikator 13 
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) 
Indikator 14 
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang 
memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) 
Indikator 15 





Variabel VI: Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan 
Pengawasan 
Indikator 16 
Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan 
Indikator 17 
Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan 
Tabel 2.3 Variabel dan Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi 
 Variabel VII : Pemilu yang bebas dan adil 
Indikator 18 
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan 
pemilu 
Indikator 19 
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara 
Variabel VIII: Peran DPRD 
Indikator 20 
Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita 
Indikator 21 
Jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda 
yang dihasilkan 
Indikator 22 
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif 
Variabel IX: Peran Partai politik 
Indikator 23 
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu 
Indikator 24 
Jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi 
Variabel X: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 
Indikator 25 
Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/ 
parpol tertentu dalam pemilu legislatif 
Indikator 26 
Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu 
legislatif 
Variabel XI: Peran Peradilan yang independen 
Indikator 27 
Keputusan hakim yang kontroversial 
Indikator 28 
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi 








Untuk menggambarkan capaian kinerja demokrasi di setiap provinsi, 
digunakan skala 1 – 100. Skala ini merupakan skala normative di mana 1 adalah 
kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Kinerja terendah (nilai indeks = 
1) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang 
paling rendah (skor 1). Sebaliknya, kinerja tertinggi (nilai indeks = 100) secara 
teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi (skor 
5). Selanjutnya untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks antar 
provinsi yang dihasilkan, skala 1 – 100 di atas dibagi ke dalam tiga kategori 
kinerja demokrasi, yaitu “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan 
“buruk” (indeks < 60).  
Adanya hasil pengukuran IDI pada dasarnya juga merupakan ukuran 
keberhasilan pembangunan dilihat dari aspek perkembangan demokrasi, karena 
pada hakikatnya pembangunan yang dilakukan baik nasional aupun daerah 
harus memberikan ruang demokrasi bagi warga negara (civil) baik di dalam 
proses pengambilan keputusan, pelaksanan pembangunan, maupun di dalam 
menikmati hasil – hasil pembangunan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka 
dengan adanya hasil pengukuran Indeks Demokrasi yang terdiri dari 3 aspek ini 
maka sejatinya dapat digunakan sebagai alat dalam melihat hubungan dan 
pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana penjelasan 














2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru dengan 
Pertumbuhan Ekonomi 
Istilah modal manusia (human capital) pertama kali dikemukakan oleh 
Gary S. Becker (Suryadi, 1994) yang mengkaji lebih dalam mengenai peran 
pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa, 
semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja 
akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori Human Capital, yaitu 
bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena 
pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang 
dapat meningkatkan pendapatan baik individu maupun secara nasional. 
Peningkatan pendapatan individu akan meningkatkan kemampuan konsumsi, 
sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi (Rahmawati,2011). Teori ini 
menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan.  
 Adanya peningkatan indeks pembangunan manusia dapat 
memungkinkan meningkatnya output dan pendapatan dimasa yang akan datang 
sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan 
manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam 
menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya 
dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk 
mencapai pertumbuhan ekonomi (Ramirez,1998).  
Sebagai ukuran kualitas pembangunanmanusia, IPM dibangun melalui 
pendekatan tiga dimensi dasar berdasarkan IPM metode baru. Dimensi tersebut 
mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan standar hidup layak. 
Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak 
faktor di dalamnya. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan Angka 




Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Selanjutnya untuk 
mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Pengeluaran 
perkapita Disesuaikan. 
Pada tingkat makro, umur harapan hidup saat lahir dipakai sebagai salah 
satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Peningkatan 
itu bisa memberikan gambaran membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, 
kesehatan dan lingkungan. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penurunan 
kondisi sosial ekonomi penduduk dalam satu periode berakibat penurunan umur 
harapan hidup. Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap 
manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu 
produktivitas bagi negara.  
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata – Rata Lama Sekolah 
(RLS) dalam IPM metode baru merupakan indikator dalam mengukur 
pembangunan manusia melalui indeks pendidikan. Kesejahteraan masyarakat 
akan berbandung lurus dengan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang 
berkualitas sehingga angka harapan lama sekolah akan semakin meningkat. 
Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin meningkat 
produktifitas seseorang sehingga akan meningkatkan pendapatan baik individu 
maupun secara nasional (Nyoman dan Sutrisna, 2013). 
Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh 
produktifitas dan kapabilitas manusianya. Maka semakin bagus peningkatan 
indeks pendidikan dan indeks kesehatan seharusnya mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi karena produktivitas meningkat berarti ada peningkatan 





Selain itu, indikator indeks pembangunan manusia Produk Nasional Bruto (PNB) 
per Kapita diproksi melalui indikator Pengeluaran per kapita merupakan salah 
satu capaian pembangunan manusia dalam mewujudkan kehidupan yang layak 
terkait dengan konsumsi riil per kapita. Kemampuan daya beli masyarakat 
terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya 
konsumsi perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian 
pembangunan untuk hidup layak. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat 
jika terjadi peningkatan konsumsi riil perkapita, yaitu peningkatan nominal 
pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang 
sama (Yunita,2012). 
Indonesia sebagai negara berkembang sangat didukung dengan potensi-
potensi sumber daya alamnya namun banyak sumber daya alam belum bisa 
menjadi faktor utama apabila tida didukung dengan sumber daya manusianya 
unk memacu pertumbuhan ekonominya.  Investasi sumber daya manusia ini 
sangat penting khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia yang 
memiliki pertumbuhan ekonomi cukup rendah dibanding negara-nagara lain. 
Apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik yaitu melalui pendidikan 
yang tinggi maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas tinggi pula, 










2.2 Penelitian Terdahulu 
Penelitian sebelumnya menjadi sebuah acuan dalam pengembangan 
penelitian ini untuk membangun sebuah kerangka pemikiran. Penelitian 
sebelumnya yang me njelaskan tentang pengaruh indikator politik melalui aspek 
demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh Barro (Septiani, 
2014), Alesina dkk (1992), Ali (Septiani, 2014), Aisen & Vega (2010). 
 Barro (Septiani, 2014) menggunakan variabel revolusi & kudeta serta 
pembunuhan karakter sebagai ukuran ketidakstabilan politik. Ukuran-ukuran 
tersebut memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Alesina dkk (1996) dalam penelitiannya yang berjudul Political 
Instability and Economic Growth menemukan bahwa selain perubahan 
pemerintahan, indikator ketidakstabilan politik lainnya seperti demokrasi, revolusi 
dan kudeta serta pembunuhan karakter berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 Ali (Septiani, 2014) dalam penelitiannya yang berjudul Political Instability, 
Policy Uncertainty and Economic Growth, menggunakan variabel penelitian yang 
mengukur ketidakstabilan politik berupa demonstrasi anti pemerintah, 
pembunuhan, perubahan kabinet, pemusnahan bangsa, perubahan 
konstitusional, jumlah polisi, pembersihan pemerintahan, revolusi, kerusuhan, 
perang perbatasan dan perang sipil. Dengan menggunakan sampel lintas 
negara, Ali (Septiani, 2014) menemukan bahwa variabel-variabel tersebut 
ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 






Aisen & Vega (Septiani, 2014) melakukan penelitian berjudul How Does 
Political Instability Affect Economic Growth?. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian tersebut adalah 169 negara dengan periode waktu tahun 1960 hingga 
2004. Hasil yang ditemukan bahwa ketidakstabilan politik akan mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi melalui penurunan produktivitas. Indikator yang 
digunakan sebagai ukuran ketidakstabilan politik adalah perubahan kabinet, 
Indeks Instabilitas Rezim, Indeks Kekerasan serta Indeks Instabilitas Politik. 
Selain itu, kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi juga berhubungan 
kausalitas. Penelitian ini dilakukan oleh Helliwell (Septiani, 2014) serta Barro 
(1996). Helliwell (Septiani, 2014) dalam penelitiannya yang berjudul Empirical 
Linkages Between democracy and Economic Growth menemukan bahwa 
pertumbuhan ekonomi memiliki efek yang kuat dan positif terhadap demokrasi. 
Sebaliknya, demokrasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 
125 negara dengan rentang waktu antara 1960 hingga tahun 1985. Barro 
(Septiani, 2014) menemukan hubungan nonlinear antara demokrasi dan 
pertumbuhan ekonomi. Demokrasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
pada tingkat kebebasan politik yang rendah. Sebaliknya, demokrasi akan 
menurunkan pertumbuhan ekonomi pada saat kebebasan politik moderat.  
Dari sisi variabel IPM, Yunita (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 
Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan menemukan bahwa variabel IPM 






Nyoman (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh komponen 
indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Bali 
menemukan bahwa indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli 
masyarakat berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi Provinsi Bali.  
Hasil penelitian Sitepu dan Sinaga (2005) yang berjudul Dampak 
Investasi sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan 
di Indonesia menunjukkan bahwa investasi sumberdaya manusia mampu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rumah tangga.  
 Penelitian ini menggunakan indikator ekonomi politik melalui variabel 
Indeks Demokrasi Indonesia yaitu Indeks Kebebasan Sipil, Indeks Hak Politik, 
Indeks Lembaga Demokrasi dan juga IPM. Variabel-variabel indeks demokrasi 
yang digunakan oleh peneliti sebelumnya pernah digunakan oleh penelitian 
(Septiani, 2014) tentang kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia 
dengan series data 2009-2011. Namun, penulis kemudian akan melakukan 
penelitian yang lebih luas dari segi cakupan data sampai series 2014 mengingat 
pada tahun tersebut merupakan momentum dalam melihat pelaksanaan 
demokrasi karena adanya Pemilu Presiden yang sangat memungkinkan memiliki  
pengaruh besar terhadap indeks demokrasi Indonesia.  
Selain itu, penulis juga menambahkan variabel IPM untuk melihat 
pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dijelaskan 
dalam latar belakang penelitian ini sebelumnya. Untuk lebih jelasnya hubungan 






2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 








X1 = Indeks Kebebasan Sipil (IKS) 
X2 = Indeks Hak Politik (IHP) 
X3 = Indeks Lembaga Demokrasi (ILD) 
X4 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Y  =  Pertumbuhan Ekonomi (g) 
2.4  Hipotesis  
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka dapat dibuat 
dugaan sementara yaitu :  
 Diduga Indeks Demokrasi yang diukur oleh Indeks Kebebasan Sipil (IKS), 
Indeks Hak Politik (IHP), Indeks Lembaga Demokrasi (ILD), berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di  Indonesia. 
 Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berpengaruh positif dan 




BAB III  
METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder, 
dalam bentuk panel data (pooled data) yang menggabungkan data time series 
periode 2010-2014 dan data cross section menurut Provinsi di Indonesia kecuali 
Provinsi Kalimantan Utara. Tidak dimasukkannya Provinsi Kalimantan Utara 
sebagai cross section dalam penelitian ini karena belum lengkapnya data-data 
sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini layaknya provinsi lainnya berhubung 
Provinsi Kalimantan Utara adalah daerah pemekaran dari Provinsi Kalimantan 
Timur. Data-data yang dimaksud yaitu PDRB, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 
yang terdiri dari data Indeks Kebebasan Sipil (IKS), Indeks Hak Politik (IHP), 
dan Indeks Lembaga Demokrasi (ILD), serta data IPM Metode Baru. Sumber 
data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data statistik terbitan Badan 
Pusat Statistik serta kantor/instansi yang berhubungan dengan penyediaan data 
penelitian dalam bentuk angka-angka dan masih perlu di analisis kembali. 
3.2    Metode Analisis Data 
Untuk mengetahui pengaruh Indeks Demokrasi yang diukur oleh Indeks 
Kebebasan Sipil (IKS), Indeks Hak Politik (IHP), Indeks Lembaga Demokrasi 
(ILD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, digunakan metode 
regresi berganda. Metode untuk menganalisis regresi berganda dalam penelitian 
ini menggunakan metode analisis data panel (pooled data) dengan program 




yang disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data cross 
section dan data time series. Tiga metode yang bisa digunakan dalam 
menganalisis dengan menggunakan data panel antara lain yaitu metode kuadrat 
terkecil (pooled least square), metode efek tetap (fixed effect) yang tanpa 
pembobot (no weighted) atau Least Square Dummy Variabel (LSDV) dan dengan 
pembobot (cross section weight) atau General  Least Square (GLS).  dan metode 
efek random (random effect).  
  Untuk menentukan salah satu model estimasi data panel dari ketiga 
model tersebut, maka di gunakan uji Chow Test dan uji Haussman Test. uji 
Chow Test merupakan pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan 
Pooled Least Square atau Fixed Effect. Sedangkan uji Haussman Test 
merupakan pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan Fixed Effect 
atau Random Effect. Dalam penelitian ini, fokus metode yang akan digunakan 
yaitu antara PLS atau Fixed Effect karena model sudah dianggap mampu 
menjelaskan data yang diestimasi sehingga hanya uji Chow yang digunakan 
untuk memilih antara metode PLS atau Fixed Effect. 
Penelitian ini menggunakan data panel dengan cross section 33 Provinsi 
di Indonesia dan time series tahun 2010-2014 dengan menggunkan rumus : 
Persamaan fungsi sebagai berikut : 
Y = f (X1,X2, X3,, X4,) …………………………………...…….............(1) 
Persamaan linear sebagai berikut : 







 Y  = Pertumbuhan Ekonomi (Laju PDRB)   
 β0    =  intercept/konstanta  
β1234 =  koefisien regresi 
Ln = Logaritma Natural  
X1 = Indeks Kebebasan Sipil (IKS) 
 X2 = Indeks Hak Politik (IHP) 
X3 = Indeks Lembaga Demokrasi (ILD) 
X4 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
i  = Cross Section (33 Provinsi di Indonesia) 
t = Time Series (2010-2014)      
e  =  error term 
3.3 Uji Statistik 
3.3.1   Uji Asumsi Klasik 
a) Uji Multikolinieritas 
Model regresi diasumsikan tidak memuat hubungan dependensi 
linear antarvariabel independen. Jika terjadi hubungan dependensi linear 
yang kuat diantara variabel independen maka dinamakan terjadi problem 
multikolinieritas, sehingga  nilai  standard  error  dari koefisien menjadi  
tidak  valid  dan  hasil  uji signifikansi koefisien dengan uji t  tidak valid. 
Cara umum untuk mendeteksi adanya multikolinear dalam model 
ialah dengan melihat adanya R2  yang lebih tinggi dalam model tetapi 
tingkat signifikasi t-statistiknya sangat kecil dari hasil regresi tersebut dan 
cenderung banyak yang tidak signifikan. Selain itu untuk menguji 
multikolinear, bisa dilihat matrik korelasinya. Jika masing-masing variabel 
bebas berkorelasi lebih besar dari 80 persen (0,8) maka termasuk yang 





Untuk menyelesaikan masalah multikolinieritas dapat dilakukan 
dengan berbagai cara. Menambah lebih banyak observasi,  
mengeluarkan salah  satu variabel yang memiliki hubungan korelasi yang 
kuat, mentranformasi variabel independen dan melakukan analisis regresi 
ridge. 
b) Uji Autokorelasi 
Model regresi OLS klasik diasumsikan bahwa residual bersifat 
independen satu dengan yang lain. Autokorelasi ini umumnya terjadi pada 
data time series. Konsekuensi dari adanya autokorelasi pada model ialah 
bahwa penaksir tidak efisien dan uji t serta uji F yang biasa tidak valid 
walaupun hasil estimasi tidak bias (Gujarati: 2004). Pengujian yang bisa 
digunakan untuk meneliti kemungkinan terjadinya autokorelasi adalah uji 
Durbin-Watson (D-W). Metode Durbin-Watson ini mengasumsikan adanya 
first order autoregressive AR(1) dalam model. Apabila error mengandung 
korelasi serial maka dapat dilakukan estimasi dengan metode generalized 
least square, melakukan respesifikasi model dengan memasukkan 
komponel lag variabel dependen atau independen ke dalam model. 
c) Uji Heteroskedastisitas 
Uji  ini  bertujuan untuk menganalisis  apakah  variasi  dari  error  
bersifat tetap/konstan (homoskedastik) atau berubah-ubah 
(heteroskedastik). Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan 
secara grafis dengan melihat apakah terdapat pola non-random dari plot 
residual atau residual kuadratis terhadap suatu variabel independen atau 
terhadap nilai fitted variabel dependen. Apabila terdeteksi 




Linear Unbiased Estimator), hanya LUE. Dengan demikian, nilai standard 
error dari koefisien hasil estimasi yang dihasilkan dengan metode OLS 
tidak akurat. Masalah heteroskedastisitas dapat diselesaikan dengan 
beberapa pendekatan. Estimasi dengan menggunakan metode Weighted 
Least Square (WLS) terhadap model, mentrasformasi variabel independen 
atau menggunakan metode estimasi White yang besifat Heteroscedasticity 
Consistent. 
3.3.2 Uji Statistik Dasar 
3.3.2.1 Uji t  
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 
variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengkaji pengaruh variabel 
independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat pada 
hipotesis berikut: H0: β1=0 tidak berpengaruh. H1: β1>0 berpengaruh 
positif, H1: β1<0 berpengaruh negatif. Dimana β1 adalah koefisien 
variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai β 
dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap Y. bila t-
statistik > t-tabel maka H0 diterima (signifikan). Uji t digunakan untuk 
membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat 
signifikan yang digunakan yaitu 5%. 
3.3.2.2 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
)  
Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu 
Indeks Kebebasan Sipil (X1), Indeks Hak Politik (X2), dan Indeks Lembaga 




dependen yaitu Laju PDRB (Y) maka digunakan analisis koefisien 
determinasi (R2). 
Koefisien determinasi (R2) merupakan angka yang memberikan 
proporsi atau  persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang 
dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2003). Nilai R2 yang 
mendekati satu berarti variabel–variabel independen memberikan hampir 
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel–variabel 
dependen. Akan tetapi ada kalanya dalam penggunaan koefisisen 
determinasi terjadi bias terhadap satu variabel indipenden yang 
dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen 
akan menyebabkan peningkatan R2, tidak peduli apakah variabel tersebut 
berpengaruh secara siginifikan terhadap varibel dependen (memiliki nilai t 
yang signifikan). Nilai R
2 
berkisar antara 0 sampai 1, suatu R
2 
sebesar 1 
berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak 
ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang 
menjelaskan. 
3.3.2.3 Uji F  
Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk 
membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu 
Indeks Kebebasan Sipil (X1), Indeks Hak Politik (X2), dan Indeks 
Lembaga Demokrasi (X3), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu PDB (Y). Uji F digunakan 
untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen 
berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan Level of 




tabel maka hipotesis ditolak yang artinya seluruh variabel independen 
yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
dependen. Apabila F-statistik>F-tabel maka hipotesis diterima yang 
berarti seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu. Selain itu, uji 
F adalah uji kelayakan model (goodness of fit) yang harus dilakukan 
dalam analisis regresi linear 
3.4 Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
batasan variabel yang ingin diteliti. Untuk itu definisi operasional variabel dalam 
penelitian ini dibagi menjadi variabel Indeks demokrasi dan Indeks 
Pembangunan Manusia sebagaimana berikut ini: 
1. Indeks Kebebasan Sipil (X1) 
Indeks Kebebasan Sipil (IKS) adalah indikator yang menunjukkan tingkat 
kebebasan sipil di Indonesia. Indeks Kebebasan Sipil memiliki rentang nilai 
antara 1 sampai dengan 100, dengan 1 adalah nilai kebebasan sipil terendah 
sedangkan 100 adalah nilai kebebasan sipil tertinggi. 
2. Indeks Hak Politik (X2) 
Indeks Hak Politik (IHP) adalah indikator yang menunjukkan tingkat hak 
politik di Indonesia. Indeks Hak Politik memiliki rentang nilai antara 1 sampai 






3. Indeks Lembaga Demokrasi (X3) 
   Indeks Lembaga Demokrasi (ILD) adalah indikator yang menunjukkan 
tingkat lembaga demokrasi di Indonesia. Indeks Lembaga Demokrasi memiliki 
rentang nilai antara 1 sampai dengan 100, dengan 1 adalah nilai lembaga 
demokrasi terendah sedangkan 100 adalah nilai lembaga demokrasi tertinggi.  
      4. Indeks pembangunan manusia (X4) 
 Indeks komposit yang menggabungkan tiga dimensi dasar berdasarkan 
IPM Metode Baru, yaitu dimensi kesehatan yang mencakup Angka Harapan 
Hidup saat lahir (AHH), dimensi Pengetahuan mencakup Harapan Lama Sekolah 
(HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Selanjutnya untuk mengukur dimensi 
standar hidup layak mencakup Pengeluaran perkapita Disesuaikan.yang 
dinyatakan dalam angka indeks (0-100). 
5. Pertumbuhan Ekonomi (Y)  
Pertumbuhan ekonomi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap provinsi. PDRB yaitu nilai barang dan 
jasa akhir yang dihasilkan oleh sistem perekonomian di suatu wilayah atau 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Deskripsi Variabel Penelitian  
4.1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2014   
Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari angka PDB untuk nasional 
ataupun PDRB untuk daerah merupakan salah satu indikator dalam menilai 
kinerja suatu perekonomian sehingga setiap tahunnya, pemerintah Indonesia 
selalu menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran angka tertentu sebagai 
salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan 
adanya  pertumbuhan  ekonomi,  akan  ada  perbaikan  pada  kualitas  distribusi 
output  dan  distribusi  pendapatan  masyarakat. Namun, data pertumbuhan 
ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir (2010-2014) cenderung mengalami 
penurunan.  
Tabel 4.1 dibawah ini menunjukkan bahwa trend pertumbuhan ekonomi 
Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2013 di angka 5,74% menjadi 
5,21% pada tahun 2014 atau menurun 0,53% relatif dibandingkan tiga tahun 
sebelumnya yaitu tahun 2010-2012 di angka 6,07% dan 6,16%. Rata-rata 
pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2010-2014 berada dalam angka 







Tabel 4.1 Laju PDRB Atas Dasar Darga Konstan 2010 Menurut 
Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014 (Persen) 
Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 
Rata-
rata 
Aceh 2,74 3,28 3,85 2,83 1,65 2,87 
Sumatera Utara 6,42 6,66 6,45 6,08 5,23 6,17 
Sumatera Barat 5,94 6,34 6,31 6,02 5,85 6,09 
Riau 4,21 5,57 3,76 2,49 2,62 3,73 
Jambi 7,35 7,86 7,03 7,07 7,76 7,41 
Sumatera Selatan 5,63 6,36 6,83 5,40 4,68 5,78 
Bengkulu 6,10 6,85 6,83 6,08 5,49 6,27 
Lampung 5,88 6,56 6,44 5,78 5,08 5,95 
Kepulauan Bangka Belitung 5,99 6,90 5,50 5,22 4,68 5,66 
Kepulauan Riau 7,19 6,96 7,63 7,11 7,32 7,24 
DKI Jakarta 6,50 6,73 6,53 6,11 5,95 6,36 
Jawa Barat 6,20 6,50 6,50 6,34 5,06 6,12 
Jawa Tengah 5,84 5,30 5,34 5,14 5,42 5,41 
Yogyakarta 4,88 5,21 5,37 5,49 5,18 5,23 
Jawa Timur 6,68 6,44 6,64 6,08 5,86 6,34 
Banten 6,11 7,03 6,83 7,13 5,47 6,51 
Bali 5,83 6,66 6,96 6,69 6,72 6,57 
Nusa Tenggara Barat 6,35 -3,91 -1,54 5,15 5,06 2,22 
Nusa Tenggara Timur 5,25 5,67 5,46 5,42 5,04 5,37 
Kalimantan Barat 5,47 5,50 5,91 6,04 5,02 5,59 
Kalimantan Tengah 6,50 7,01 6,87 7,38 6,21 6,79 
Kalimantan Selatan 5,59 6,97 5,97 5,36 4,85 5,75 
Kalimantan Timur 5,10 6,47 5,48 2,72 2,02 4,36 
Sulawesi Utara 7,16 6,17 6,86 6,38 6,31 6,58 
Sulawesi Tengah 8,74 9,82 9,53 9,55 5,11 8,55 
Sulawesi Selatan 8,19 8,13 8,87 7,63 7,57 8,08 
Sulawesi Tenggara 8,22 10,63 11,65 7,51 6,26 8,85 
Gorontalo 7,63 7,71 7,91 7,68 7,29 7,64 
Sulawesi Barat 11,89 10,73 9,25 6,94 8,73 9,51 
Maluku 6,47 6,34 7,16 5,26 6,70 6,39 
Maluku Utara 7,95 6,80 6,98 6,37 5,49 6,72 
Papua Barat 5,07 3,64 3,63 7,39 5,38 5,02 
Papua -3,19 -4,28 1,72 7,91 3,25 1,08 
INDONESIA 6,07 6,16 6,16 5,74 5,21 5,87 




Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana dalam tabel 
4.1 tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhinya. 
Namun, kalau kita coba mengesampingkan faktor-faktor ekonomi, maka salah 
satu faktor pendukung yang juga sangat perlu dipertimbangkan yaitu faktor politik 
sebagaimana pengembangan dari teori pertumbuhan ekonomi yang telah 
dikemukakan pada bagian landasan teori. Hal ini bisa kita amati bahwa pada 
tahun 2014 merupakan tahun tersenggelaranya pesta demokrasi di Indonesia 
sehingga tahun sebelumnya yaitu tahun 2010-2013 merupakan tahun persiapan 
pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.  
 Hal ini disebabkan kondisi ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan 
karena keduanya bisa saling mendukung maupun menghambat. Menurunnya 
pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memungkinkan 
dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik yang terjadi. Ketidakstabilan politik dapat 
diukur salah satunya melalui  pelaksanaan demokrasi. Hal yang menarik 
kemudian apabila melihat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 
tidak sejalan dengan kinerja demokrasi Indonesia dari tahun 2010-2014 yang 
cenderung mengalami peningkatan khususnya pada tahun 2014 yang diukur 
melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).  
4.1.2 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2010-2014 
Ketidakstabilan politik salah satunya dapat dilihat dari pelaksanaan 
demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi 
keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan 
paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Sekalipun demikian, 
menurut Assiddiqie (2005) pada prakteknya negara-negara yang mengaku 
demokratis tidak otomatis melakukan pengelolaan negara dan kekuasaan 




Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi di  era reformasi sejak 
tahun 2010 telah mengembangkan pengukuran demokrasi berbasis provinsi 
yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun oleh BPS dan 
Bappenas. Metode penelitian menggunakan pendekatan triangulasi, yang 
merupakan kombinasi antara pendekatan kuantitaif dengan kualitatif. 
Pendekatan kuantitatif diperoleh melalui koding koran dan dokumen, 
sedangkan kualitatif melalui focus group discussion (FGD) dan wawancara 
mendalam. Indeks ini juga menghasilkan angka nasional, yang merupakan 
rata-rata dari indeks provinsi. Berdasarkan tabel 4.1.2 dapat diketahui bahwa 
skor IDI mengalami fluktuasi dari tahun 2010-2014. Skor IDI pada tahun 2011 
sempat mengalami kenaikan menjadi 65,48 (skala 0-100) bila dibandingkan 
tahun 2010 yang hanya 63,17 sebelum mengalami penurunan di tahun 2012 
sebesar 62,63. Namun pada tahun 2012, skor IDI secara konsisten 
mengalami peningkatan hingga 2014. Hasil pengukuran IDI tahun 2014 
menunjukkan performa demokrasi Indonesia mengalami peningkatan 
signifikan dari 63,72 pada tahun 2013 menjadi 73,04, atau naik sebesar 9,32 
poin. 
 Peningkatan ini terutama disokong oleh suksesnya penyelenggaraan 
Pemilu 2014. Meskipun terjadi peningkatan signifikan, capain ini tidak 
merubah kinerja demokrasi Indonesia yang tetap dalam kategori sedang 
(medium performance of democracy). Dengan kisaran indeks sebesar 60–80 
(dari skala 1–100) dari tahun 2010-2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 






Tabel 4.1.2 Skor IDI Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014 
Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 
Rata-
rata 
Aceh 65,36 55,54 54,02 63,56 72,29 62,15 
Sumatera Utara 63,45 66,15 58,81 58,80 68,02 63,05 
Sumatera Barat 63,04 65,02 60,82 54,11 63,99 61,40 
Riau 71,45 70,65 67,00 68,37 68,40 69,17 
Jambi 65,88 70,46 68,81 64,41 71,15 68,14 
Sumatera Selatan 73,65 67,92 73,17 67,12 74,82 71,34 
Bengkulu 70,78 71,36 72,26 59,17 71,70 69,05 
Lampung 67,80 74,08 72,26 63,13 71,62 69,78 
Kep. Bangka Belitung 65,94 67,13 69,37 68,79 75,32 69,31 
Kepulauan Riau 62,89 70,78 65,61 66,50 68,39 66,83 
DKI Jakarta 77,44 77,81 77,72 71,18 84,70 77,77 
Jawa Barat 59,41 66,18 57,05 65,18 71,52 63,87 
Jawa Tengah 63,42 66,59 63,79 60,84 77,44 66,42 
DI Yogyakarta 74,33 71,67 72,96 72,36 82,71 74,81 
Jawa Timur 55,12 56,98 54,99 59,32 70,36 59,35 
Banten 60,60 67,37 65,29 69,79 75,50 67,71 
Bali 72,44 74,20 71,75 72,22 76,13 73,35 
Nusa Tenggara Barat 58,13 54,49 57,97 57,22 62,62 58,09 
Nusa Tenggara Timur 72,05 72,34 72,67 73,29 68,81 71,83 
Kalimantan Barat 69,32 74,86 65,38 67,52 80,58 71,53 
Kalimantan Tengah 71,10 76,28 65,78 64,15 79,00 71,26 
Kalimantan Selatan 70,94 66,47 61,13 63,71 70,84 66,62 
Kalimantan Timur 73,04 66,37 71,23 68,13 77,77 71,31 
Sulawesi Utara 65,94 71,19 76,50 73,11 83,94 74,14 
Sulawesi Tengah 66,63 64,00 64,97 64,50 74,36 66,89 
Sulawesi Selatan 56,67 65,31 68,55 65,20 75,30 66,21 
Sulawesi Tenggara 54,79 57,56 57,26 52,61 70,13 58,47 
Gorontalo 64,97 62,77 59,37 67,21 73,82 65,63 
Sulawesi Barat 68,82 66,36 63,65 64,02 76,69 67,91 
Maluku 69,51 68,38 59,68 66,23 72,72 67,30 
Maluku Utara 59,92 59,17 66,83 64,06 67,90 63,58 
Papua Barat 67,75 61,78 65,70 60,70 65,65 64,32 
Papua 60,26 59,05 60,71 60,92 62,15 60,62 
Indonesia 63,17 65,48 62,63 63,72 73,04 65,61 





Tabel 4.1.2 juga memperlihatkan lima provinsi yang memiliki rata-
rata kinerja demokrasi tertinggi dari tahun 2010-2014 relatif dibandingkan 
nasional dan provinsi lainnya yaitu provinsi DKI Jakarta (77,77), DI 
Yogyakarta (74,81), Sulawesi Utara (74,14), Bali (73,35) dan NTT (71,83). 
Sedangkan lima provinsi yang mengalami rata-rata kinerja demokrasi 
terendah periode 2010-2014 yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat (58,09), 
Sulawesi Tenggara (58,47), Jawa Timur (59,35), Papua (60,62), dan 
Sumatera Barat (61,40). Angka IDI diperoleh dari hasil pengukuran ketiga 
aspek pembentuk IDI yaitu indeks kebebasan sipil, hak-hak politik, serta 
lembaga demokrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan 
selanjutnya.  
4.1.2.1 Perkembangan Indeks Kebebasan Sipil (IKS) di Indonesia 
Menurut Provinsi Tahun 2010-2014 
Aspek pertama dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Indeks 
Kebebasan Sipil (IKS). Pada tahun 2014 tercatat perolehan nilai indeks 
aspek Kebebasan Sipil sebesar 82,62. Jika dibandingkan dengan IDI 2013, 
dengan nilai indeks 79,00, aspek ini mengalami kenaikan sebesar 03,62 
poin. Nilai indeks Kebebasan Sipil sebesar 82,62 adalah capaian tertinggi 
selama lima tahun (2010-2014). Hal ini membawa Aspek Kebebasan Sipil 
melintasi batas nilai indeks kategori “sedang” (60,00-80,00), masuk pada 
kategori tinggi (80,00-100,00). Walau demikian, jika dibandingkan dengan 
capaian IDI 2010, terlihat nilai indeks aspek Kebebasan Sipil hanya 
mengalami kenaikan sebesar 00,09 poin dari 82,53 (2010) menjadi 82,62 




        Sumber : Statistik Politik 2015, BPS (diolah) 
 
Tabel 4.1.2.1 Perkembangan Indeks Kebebasan Sipil Menurut Provinsi 
di Indonesia Tahun 2010-2014 
 
Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 
Rata-
rata 
Aceh 69,98 58,65 60,16 71,78 69,76 66,07 
Sumatera Utara 76,64 79,23 73,85 73,65 79,86 76,65 
Sumatera Barat 58,34 60,57 57,10 54,88 47,21 55,62 
Riau 91,02 83,12 80,21 77,71 74,35 81,28 
Jambi 85,15 91,62 86,23 84,95 78,23 85,24 
Sumatera Selatan 100,00 84,05 93,26 91,45 86,09 90,97 
Bengkulu 94,40 94,10 94,14 71,57 79,49 86,74 
Lampung 94,39 93,14 94,14 70,75 72,06 84,90 
Kep. Bangka Belitung 85,95 88,27 83,09 85,16 89,80 86,45 
Kepulauan Riau 87,04 87,15 82,68 80,08 82,47 83,88 
DKI Jakarta 92,46 89,94 88,11 88,72 91,72 90,19 
Jawa Barat 74,41 78,92 65,93 79,84 83,95 76,61 
Jawa Tengah 84,83 84,05 75,03 79,18 87,87 82,19 
DI Yogyakarta 91,24 87,22 87,39 90,78 86,25 88,58 
Jawa Timur 78,48 71,58 80,97 71,37 81,62 76,80 
Banten 83,17 80,41 79,20 81,39 81,10 81,05 
Bali 94,10 95,44 94,18 92,55 92,16 93,69 
Nusa Tenggara Barat 67,22 55,45 58,31 59,68 58,73 59,88 
Nusa Tenggara Timur 95,55 96,79 91,06 95,59 85,92 92,98 
Kalimantan Barat 99,17 97,15 92,37 97,54 98,44 96,93 
Kalimantan Tengah 94,51 92,56 68,44 81,89 92,93 86,07 
Kalimantan Selatan 67,74 56,33 49,51 58,03 58,43 58,01 
Kalimantan Timur 97,79 91,84 97,16 92,14 93,28 94,44 
Sulawesi Utara 92,98 98,44 95,64 92,44 93,56 94,61 
Sulawesi Tengah 92,19 92,23 93,43 90,03 86,56 90,89 
Sulawesi Selatan 78,19 80,97 87,07 81,30 86,27 82,76 
Sulawesi Tenggara 83,71 85,81 91,39 84,32 90,89 87,22 
Gorontalo 82,55 81,80 73,25 79,31 82,19 79,82 
Sulawesi Barat 94,48 94,80 88,67 88,51 90,22 91,34 
Maluku 96,22 90,70 76,05 81,52 90,85 87,07 
Maluku Utara 92,59 90,04 88,15 83,67 76,90 86,27 
Papua Barat 99,84 93,59 94,42 92,33 97,93 95,62 
Papua 90,72 87,73 91,11 90,21 85,69 89,09 




Jika dilihat capaian nilai rata-rata peningkatan indeks aspek ini 
pada 33 provinsi dari tahun 2010-2014, tabel 4.1.2.1 diatas 
memperlihatkan ada 25 provinsi yang masuk dalam kategori tinggi 
(>80,00), 5 provinsi berada dalam kategori sedang (60-80), dan 3 provinsi 
yang berada dalam kategori rendah (<60,00). Adapun 5 provinsi yang 
memiliki rata-rata kinerja indeks kebebasan sipil tertinggi periode 2010-
2014 yaitu  Kalimantan Barat (98,44), Papua Barat (96,93), Sulawesi 
Utara (94,61), Kalimantan Timur (94,44), dan Bali (93,69) sedangkan 
provinsi kinerja indeks kebebasan sipil tertinggi periode 2010-2014 yaitu  
Sumatera Barat (55,62), Kalimantan Selatan (58,01), Nusa Tenggara 
Barat (59,88), Aceh (66,07), dan Jawa Barat (76,61). Selain itu, bila 
dibandingkan dengan capaian 2010, secara nasional indeks aspek 
Kebebasan Sipil tahun 2014 hanya mengalami kenaikan 00,09 poin dari 
82,53 (2010) menjadi 82,62 (2014).  
 Dengan melihat perkembangan indeks aspek Kebebasan Sipil 
sejak tahun 2010, dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi 
perkembangan nilai IDI dari tahun ke tahun, yang mencerminkan 
perkembangan dan dinamika demokrasi di Indonesia. Kondisi yang 
fluktuatif ini dapat dimaknai sebagai bentuk perkembangan demokrasi 
yang belum stabil. Masih diperlukan upaya-upaya konkret konsolidasi 
demokrasi untuk merawat pohon demokrasi yang mulai tumbuh dalam 
dua tahun terakhir sehingga perkembangannya berjalan maju dan 
menggembirakan di masa-masa mendatang.  
Selain itu, adanya provinsi yang mendapatkan indeks kebebasan 
sipil kategori buruk dimaknai betapa sulitnya membangun demokrasi 




kebebasan sipil warga, yang antara lain mencakup hak kebebasan 
berkumpul dan berserikat, hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan 
beragama dan berkeyakinan, serta hak kebebasan dari semua bentuk 
diskriminasi; Seperti diskriminasi berbasis gender, etnis, difabel (cacat 
fisik). 
4.1.2.2 Perkembangan Indeks Hak-Hak Politik di Indonesia Menurut 
Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014 
Aspek kedua Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Indeks Hak-
hak Politik (IHP) yang terdiri dari dua variabel. Pertama, hak memilih dan 
dipilih. Kedua, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan 
pengawasan. Indeks untuk aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2014 
sebagaimana Tabel 4.1.2.2 adalah 63,72 yang merupakan angka paling 
rendah dari ketiga aspek IDI (aspek Kebebasan Sipil 82,62 dan aspek 
Lembaga Demokrasi 75,81). Khusus untuk IDI 2014, indeks aspek Hak-
hak Politik telah naik menjadi kategori “sedang”, sebuah kejadian yang 
tidak pernah ada dalam IDI sebelumnya.  
Dalam IDI 2010-2013, indeks aspek Hak-hak Politik tidak pernah 
lebih tinggi dari 47,87 (dalam IDI 2010) hingga mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan  pada tahun 2014. Jadi skor untuk aspek Hak-hak 
Politik dalam IDI sebelum IDI 2014 termasuk dalam kategori “buruk”. 
Semua 33 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan indeks aspek Hak-
hak Politik dalam IDI 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 







Tabel 4.1.2.2 Perkembangan Indeks Hak Politik Menurut Provinsi 
di Indonesia Tahun 2010-2014 
 
Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 
Rata-
rata 
Aceh 62,63 47,90 47,16 48,59 63,94 54,04 
Sumatera Utara 57,42 59,47 49,82 49,50 61,97 55,64 
Sumatera Barat 63,90 59,21 50,86 38,97 61,82 54,95 
Riau 47,19 52,90 47,16 52,19 59,74 51,84 
Jambi 48,14 46,27 46,60 41,91 54,01 47,39 
Sumatera Selatan 55,17 49,41 55,21 50,32 63,57 54,74 
Bengkulu 64,35 59,47 50,60 49,28 63,98 57,54 
Lampung 53,90 61,15 50,60 45,47 63,69 54,96 
Kep. Bangka Belitung 48,44 47,11 51,21 50,60 56,48 50,77 
Kepulauan Riau 39,80 56,00 49,98 49,63 58,35 50,75 
DKI Jakarta 56,19 58,32 62,52 55,08 73,94 61,21 
Jawa Barat 46,74 46,42 46,58 46,74 65,22 50,34 
Jawa Tengah 46,29 46,29 46,29 46,29 67,08 50,45 
DI Yogyakarta 55,96 52,35 55,52 50,65 76,07 58,11 
Jawa Timur 42,06 40,32 36,17 35,43 56,29 42,05 
Banten 38,70 44,57 51,03 51,03 63,68 49,80 
Bali 51,52 50,08 45,00 52,87 61,27 52,15 
Nusa Tenggara Barat 46,48 49,60 49,60 49,60 62,08 51,47 
Nusa Tenggara Timur 55,89 47,56 50,89 58,83 65,13 55,66 
Kalimantan Barat 45,19 49,34 37,18 49,36 63,12 48,84 
Kalimantan Tengah 56,05 54,73 51,05 50,69 66,42 55,79 
Kalimantan Selatan 72,66 64,25 52,59 56,35 76,45 64,46 
Kalimantan Timur 53,89 45,12 51,69 55,36 70,42 55,30 
Sulawesi Utara 44,90 52,86 58,65 62,55 80,89 59,97 
Sulawesi Tengah 51,82 37,01 37,65 36,78 59,01 44,45 
Sulawesi Selatan 32,40 39,33 43,74 50,62 73,99 48,02 
Sulawesi Tenggara 30,46 29,18 29,50 28,95 53,20 34,26 
Gorontalo 51,72 44,36 50,76 58,26 63,67 53,75 
Sulawesi Barat 47,22 42,65 35,92 44,05 63,64 46,70 
Maluku 48,12 46,14 45,08 50,53 60,03 49,98 
Maluku Utara 30,82 32,61 50,13 48,94 60,61 44,62 
Papua Barat 44,24 43,99 45,74 35,93 39,29 41,84 
Papua 31,76 29,43 32,99 31,37 42,51 33,61 
Indonesia 47,87 47,54 46,33 46,25 63,72 50,34 
       





Tabel 4.1.2.2 memperlihatkan peningktan indeks hak-hak politik 
yang signifikan dari tahun 2013 (46,25) menjadi 63,72 pada tahun 2014. 
Sebaliknya jika dilihat capaian nilai rata-rata peningkatan indeks aspek 
hak-hak politik pada 33 provinsi dari tahun 2010-2014, tabel 4.1.2.2 diatas 
memperlihatkan hampir semua provinsi masih berada dalam kategori 
rendah (<60,00) atau buruk, hanya provinsi Kalimantan Selatan (64,46) 
dan DKI Jakarta (61,21) yang berada dalam kategori sedang (60,00-
80,00).  
Kesimpulan dari peningkatan Indeks Hak-hak Politik yaitu 
disebabkan peningkatan yang signifikan dalam indikator-indikator yang 
terkait Pemilu terutama variabel Hak Memilih dan Dipilih. Aspek ini pada 
tahun 2014 secara cukup meyakinkan melonjak dari kategori kualitas 
“buruk” menjadi “sedang”. Meskipun begitu, variabel Partisipasi Politik 
tetap tidak beranjak jauh dari capaian tahun-tahun sebelumnya dan tetap 
dalam kategori kualitas capaian yang buruk.  
Sepanjang enam tahun pengukuran partisipasi masyarakat dalam 
mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sangat tinggi yang tingginya 
gairah masyarakat untuk terlibat dalam urusan-urusan penyelenggaraan 
negara (civic involvement). Orang merasa berkepentingan dan 
memperhatikan apa-apa yang terjadi di sekelilingnya dan apabila mereka 
tidak suka atau tidak setuju dengan apa yang mereka lihat, mereka akan 
mengekspresikan ketidaksetujuan. Dari tahun ke tahun ekspresi-ekspresi 
dari partisipasi masyarakat yang berakhir dengan kekerasan terus 
bertambah.  Hal ini tentunya merupakan hal yang tidak diinginkan. 





4.1.2.3 Perkembangan Indeks Lembaga Demokrasi di Indonesia  
Menurut Provinsi Tahun 2010-2014 
Lembaga Demokrasi merupakan aspek ketiga dalam Indeks 
Demokrasi Indonesia (IDI), yang tentunya tidak terpisahkan dari dua 
aspek lainnya: Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik. Secara konseptual, 
dua aspek yang disebut terakhir merefleksikan esensi dasar dari 
demokrasi. Namun demikian, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik tidak 
akan pernah dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya “wadah” 
berupa struktur dan prosedur  pendukung. Dengan kata lain, Kebebasan 
Sipil dan Hak-hak Politik tidak mungkin akan dapat teraktualisasikan 
secara maksimal tanpa didukung oleh Lembaga Demokrasi. 
Bila ditilik perkembangan capaian indeks nasional aspek Lembaga 
Demokrasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2014), telah 
terjadi fluktuasi yang relatif signifikan. Pada tahun 2010 capaian indeks 
nasional aspek Lembaga Demokrasi adalah 63,11, kemudian mengalami 
kenaikan pada tahun 2011 menjadi 74,72. Selanjutnya, mengalami 
penurunan 69,28 pada tahun 2012, sebelum mengalami kenaikan 
kembali dan konsisten pada tahun 2013 (72,11) dan 2014 (75,81). 
Capaian indeks nasional aspek Lembaga Demokrasi di atas 
mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010-
2014), kualitas kinerja Lembaga Demokrasi di tanah air secara konstan 
berada pada kategori “sedang”. Kalaupun pada dua tahun terakhir (2013 
dan 2014) capaian indeks  aspek mengalami kenaikan cukup signifikan, 
namun belum mampu menggeser kualitas kinerja Lembaga Demokrasi 
dari kategori “sedang” menjadi kategori “baik” (>80).  Untuk lebih jelasnya 































Sumber: Statistik Politik 2015, BPS (Diolah) 
Tabel 4.1.2.3 Perkembangan Indeks Lembaga Demokrasi Menurut 
Provinsi  di Indonesia Tahun 2010-2014 
 
Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 
Rata-
rata 
Aceh 63,87 63,77 57,21 76,97 88,73 70,11 
Sumatera Utara 56,45 60,31 53,01 54,90 62,75 62,75 
Sumatera Barat 67,59 79,83 81,32 77,17 88,56 78,89 
Riau 85,39 83,18 81,89 82,32 74,69 74,69 
Jambi 69,81 82,27 82,18 74,34 89,48 79,62 
Sumatera Selatan 69,85 77,05 76,42 63,22 78,53 78,53 
Bengkulu 51,29 61,63 79,16 59,28 74,16 65,10 
Lampung 56,44 70,64 79,16 81,58 83,66 83,66 
Kep. Bangka Belitung 68,57 72,33 80,97 77,09 87,01 77,19 
Kepulauan Riau 69,20 73,66 68,95 76,21 66,61 66,61 
DKI Jakarta 92,30 93,50 88,81 74,69 92,97 88,45 
Jawa Barat 60,67 81,55 62,51 76,05 65,89 65,89 
Jawa Tengah 63,70 73,04 77,46 60,89 80,77 71,17 
DI Yogyakarta 82,25 82,81 82,52 83,69 88,82 88,82 
Jawa Timur 46,47 61,23 52,22 82,10 78,54 64,11 
Banten 66,99 87,18 70,42 85,00 87,22 87,22 
Bali 78,43 86,79 86,01 77,38 79,56 81,63 
Nusa Tenggara Barat 65,19 61,06 70,85 66,24 68,38 68,38 
Nusa Tenggara Timur 68,15 80,97 84,15 68,23 53,12 70,92 
Kalimantan Barat 70,11 87,38 76,23 58,61 85,84 85,84 
Kalimantan Tengah 65,57 90,04 85,82 63,21 81,48 77,22 
Kalimantan Selatan 72,25 82,76 89,33 82,54 77,53 77,53 
Kalimantan Timur 72,34 68,10 69,68 58,20 69,94 67,65 
Sulawesi Utara 65,34 66,03 80,77 65,56 76,68 76,68 
Sulawesi Tengah 58,01 71,36 72,55 76,44 83,42 72,36 
Sulawesi Selatan 68,17 86,87 84,66 68,10 63,58 63,58 
Sulawesi Tenggara 57,06 67,11 58,44 50,32 70,92 60,77 
Gorontalo 63,90 68,08 55,59 66,22 79,41 79,41 
Sulawesi Barat 66,06 68,26 76,22 64,94 80,39 71,17 
Maluku 69,89 75,61 62,27 71,95 70,09 70,09 
Maluku Utara 65,06 62,56 66,55 63,40 68,16 65,15 
Papua Barat 64,73 50,03 61,27 60,26 66,93 66,93 
Papua 67,22 70,04 66,50 71,01 63,75 67,70 




Secara umum dapat dikatakan bahwa capaian indeks aspek 
Lembaga Demokrasi di 33 provinsi cukup bervariasi. Jika dilihat capaian 
nilai rata-rata peningkatan indeks aspek lembaga demokrasi pada 33 
provinsi dari tahun 2010-2014, tabel 4.1.2.3 diatas memperlihatkan ada 6 
provinsi yang masuk dalam kategori tinggi atau baik (>80,00) yaitu DI 
Yogyakarta (88,82), DKI Jakarta (88,45), Banten (87,62), Bali (85,84), 
Lampung (83,66) sedangkan 27 provinsi lainnya semuanya berada dalam 
kategori sedang (60,00-80,00).  
Kualitas kinerja aspek Lembaga Demokrasi secara nasional dalam 
kurun waktu lima tahun terakhir sulit menembus kategori “baik” karena 
masih terdapat masalah dalam capaian indeks dua variabel yang lain, 
Peran DPRD dan Peran Partai Politik masih berada dalam kategori 
“sangat buruk”. Masih kurangnya persentase Jumlah Perda yang Berasal 
dari Hak Inisiatif DPRD terhadap Jumlah Total Perda yang Dihasilkan, 
Jumlah Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif maupun dalam menindak-
lanjuti aspirasi masyarakat. Justru sebaliknya Anggota DPRD yang 
merupakan kader-kader politik yang terpilih dari proses demokrasi yang 
“mahal“ masih sering melakukan penyimpangan baik korupsi, suap dan 
lain sebagainya.  
Program-program yang sebetulnya diperuntukkan untuk 
kepentingan publik seringkali berubah haluan menjadi kepentingan 
pribadi maupun golongan tertentu untuk mengembalikan investasi politik 
yang telah dikeluarkan dalam proses pemilu sebelumnya sehingga ketika 
hal ini terjadi, ujung-ujungnya akan bermuara pada terhadap 





4.1.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru di 
Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2010-2014 
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta tantangan pembangunan, UNDP mengembangkan gagasan baru 
dalam penghitungan pembangunan. Pada tahun 2010, UNDP secara 
resmi memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode yang baru. 
Metode ini menggunakan indikator baru dalam penghitungan IPM. 
Indikator angka melek huruf dan gabungan angka partisipasi kasar diganti 
dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. 
Indikator PDB per kapita juga diganti dengan Produk Nasional Bruto 
(PNB) per kapita. Selain itu, penghitungan rata-rata indeks juga dirubah 
dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.  
Metode baru memberikan protret pembangunan manusia lebih 
utuh. Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan dari 
tahun ke tahun. Selama periode 2010-2014, Badan Pusat Statistik (BPS) 
menyatakan IPM Indonesia telah meningkat 2,37 poin, yaitu dari 66,53 
menjadi 68,90. Dalam kurun waktu itu, IPM Indonesia tumbuh 0,89 
persen per tahun.  
Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2014 
telah mencapai 68,90 dan telah berstatus “sedang”. Pada tingkat regional, 
capaian pembangunan manusia cukup bervariasi. Hal ini karena adanya 
karakteristik yang berbeda antar wilayah di Indonesia. Untuk lebih 







        Tabel 4.1.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru 
Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014 
 
Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 
Rata-
rata 
Aceh 67,09 67,45 67,81 68,30 68,81 67,89 
Sumatera Utara 67,09 67,34 67,74 68,36 68,87 67,88 
Sumatera Barat 67,25 67,81 68,36 68,91 69,36 68,34 
Riau 68,65 68,90 69,15 69,91 70,33 69,39 
Jambi 65,39 66,14 66,94 67,76 68,24 66,89 
Sumatera Selatan 64,44 65,12 65,79 66,16 66,75 65,65 
Bengkulu 65,35 65,96 66,61 67,50 68,06 66,70 
Lampung 63,71 64,20 64,87 65,73 66,42 64,99 
Kep. Bangka Belitung 66,02 66,59 67,21 67,92 68,27 67,20 
Kepulauan Riau 71,13 71,61 72,36 73,02 73,40 72,30 
DKI Jakarta 76,31 76,98 77,53 78,08 78,39 77,46 
Jawa Barat 66,15 66,67 67,32 68,25 68,80 67,44 
    Jawa Tengah 66,08 66,64 67,21 68,02 68,78 67,35 
DI Yogyakarta 75,37 75,93 76,15 76,44 76,81 76,14 
Jawa Timur 65,36 66,06 66,74 67,55 68,14 66,77 
Banten 67,54 68,22 68,92 69,47 69,89 68,81 
Bali 70,10 70,87 71,62 72,09 72,48 71,43 
Nusa Tenggara Barat 61,16 62,14 62,98 63,76 64,31 62,87 
Nusa Tenggara Timur 59,21 60,24 60,81 61,68 62,26 60,84 
Kalimantan Barat 61,97 62,35 63,41 64,30 64,89 63,38 
Kalimantan Tengah 65,96 66,38 66,66 67,41 67,77 66,84 
Kalimantan Selatan 65,20 65,89 66,68 67,17 67,63 66,51 
Kalimantan Timur 71,31 72,02 72,62 73,21 73,82 72,60 
Sulawesi Utara 67,83 68,31 69,04 69,49 69,96 68,93 
Sulawesi Tengah 63,29 64,27 65,00 65,79 66,43 64,96 
Sulawesi Selatan 66,00 66,65 67,26 67,92 68,49 67,26 
Sulawesi Tenggara 65,99 66,52 67,07 67,55 68,07 67,04 
Gorontalo 62,65 63,48 64,16 64,70 65,17 64,03 
Sulawesi Barat 59,74 60,63 61,01 61,53 62,24 61,03 
Maluku 64,27 64,75 65,43 66,09 66,74 65,46 
Maluku Utara 62,79 63,19 63,93 64,78 65,18 63,97 
Papua Barat 59,60 59,90 60,30 60,91 61,28 60,40 
Papua 54,45 55,01 55,55 56,25 56,75 55,60 
Indonesia 66,53 67,09 67,70 68,31 68,90 67,71 





Berdasarkan tabel 4.1.3 diatas, seluruh provinsi secara rata-rata 
capaian IPM  periode 2010-2014 masih berada dalam kategori sedang 
(60,00-80,00) kecuali Provinsi Papua yang masih dalam kategor rendah 
(55,60). Adapun secara parsial capaian pembangunan manusia tertinggi  
secara rata-rata berada di Provinsi DKI Jakarta (77,46), DI Yogyakarta 
(76,14), dan Kalimantan Timur (72,60). Sementara capaian 
pembangunan manusia terendah berada di Provinsi Papua (55,60), 
Papua Barat (60,40), dan NTT (60,84).  
Angka IPM ini sejatinya mencerminkan proses peningkatan 
kualitas manusia. Pendidikan dan kesehatan menjadi  modal utama yang 
harus dimiliki suatu bangsa untuk meningkatkan potensinya. Hingga saat 
ini, tantangan pembangunan manusia di Indonesia yang masih 
memerlukan perhatian serius adalah kesenjangan capaian pembangunan 
manusia antarwilayah masih relatif tinggi,  terutama kesenjangan di 
Provinsi Papua.  
Kesenjangan pembangunan manusia antara kabupaten dengan 
kota juga menjadi persoalan penting. Ketimpangan yang mencolok juga 
terjadi antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Otonomi 
daerah diharapkan mampu meningkatkan kemajuan pembangunan di 
wilayah otonom. Kunci kebijakan untuk meningkatkan kemajuan serta 
mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah harus berprinsip 
pada hakikat pembangunan manusia. Untuk itu, program pembangunan 
daerah harus direncanakan dengan baik dalam rangka meningkatkan 





4.2   Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan analisis data panel (panel pooled 
data) yang merupakan gabungan data cross section dan time series. 
Dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu 
yakni provinsi Indonesia yang diamati dalam kurun waktu 2010-2014 
untuk memperoleh informasi tentang pengaruh indeks demokrasi yang 
diukur melalui variabel indeks kebebasan sipil (X1), indeks hak-hak 
politik (X2), dan indeks lembaga demokrasi (X3), serta indeks 
pembangunan manusia (X4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). 
Metode estimasi awal yang digunakan adalah Ordinary Least Square 
(OLS) dengan pendekatan fixed effect model yang sebelumnya telah 
ditentukan berdasarkan pengujian penentuan metode estimasi Chow 
Test pada Lampiran 3. Untuk memperoleh hasil estimasi sebagaimana 
yang diharapkan, pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan 
software Eviews 9.5.  
4.2.1   Pengujian Asumsi Klasik  
a) Uji Multikolinearitas 
Multikolinier ialah kondisi dimana adanya hubungan antara 
variabel-variabel bebas. Jika multikolinier itu sempurna maka setiap 
koefisien regresi dari variabel-variabel bebasnya tidak dapat menentukan 
dan standar errornya tidak terbatas. Jika multikolinier kurang dari 
sempurna maka koefisien regresi walaupun bisa menentukan, tetapi 
memiliki standar error yang besar (dalam hubungan dengan koefisien 
mereka itu sendiri), yang berarti koefisien-koefisiennya tidak bisa di 




IKS IHP ILD IPM
IKS  1.000000 -0.118105 -0.025265 -0.057983
IHP -0.118105  1.000000  0.276657  0.425172
ILD -0.025265  0.276657  1.000000  0.357573
IPM -0.057983  0.425172  0.357573  1.000000
Cara umum untuk mendeteksi adanya multikolinear dalam model 
ialah dengan melihat adanya R2 yang lebih tinggi dalam model tetapi 
tingkat signifikasi t-statistiknya sangat kecil dari hasil regresi tersebut dan 
cenderung banyak yang tidak signifikan. Selain itu untuk menguji 
multikolinear, bisa dilihat matriks korelasinya. Jika masing-masing variabel 
bebas berkorelasi lebih besar dari 80 persen maka termasuk yang 
memiliki hubungan yang tinggi atau ada indikasi multikolinearitas 
(Gujarati: 2004). Output pengujian multikolinearitas pada model 
diperlihatkan pada Tabel 4.2.1.1. 
Dari matriks korelasi pada Tabel 4.2.1.1 terlihat bahwa hubungan 
antara variabel independennya semuanya di bawah 80 persen sehingga 
bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinear di dalam 
model. 








Sumber: Data sekunder (lampiran 2.1) yang diolah dari Eviews 9.5 
b) Uji Autokorelasi 
  Autokorelasi ini umumnya terjadi pada data time series. 
Konsekuensi dari adanya autokorelasi pada model ialah bahwa penaksir 
tidak efisien dan uji t serta uji F yang biasa tidak valid walaupun hasil 
estimasi tidak bias (Gujarati: 2004). Pengujian yang bisa digunakan untuk 
meneliti kemungkinan terjadinya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson   




autoregressive AR(1) dalam model. Kriteria pengujian Autokorelasi di 
tunjukkan oleh Tabel 4.2.1.2. 
Tabel 4.2.1.2 
Kriteria Pengujian Autokorelasi 
 
Null Hipotesis Hasil Estimasi Kesimpulan 
Ho 0 < dw < dL Tolak 
Ho dL ≤ dw ≤ dU Tidak ada Kesimpulan 
H1 4 − dl < dw < 4 Tolak 
H1 4 − dU ≤ dw ≤ 4 − dL Tidak ada kesimpulan 
Tidak ada otokorelasi, 
baik positif maupun negatif 
dU < dw < 4 - dU Diterima 
  Sumber: Basic Econometrics, Damodar Gujarati (2004) 
Hipotesa dari uji tersebut ialah : 
 
1.   Ho : ρ = 0 
 
H1 : ρ > 0     Artinya jika d > dU, Ho ditolak pada tingkat α sehingga secara 
statistik terdapat autokorelasi yang signifikan. 
 
2.   Ho : ρ = 0 
 
H1 : ρ < 0     Artinya jika (4-d) < dU, Ho ditolak pada tingkat α, sehingga 
secara statistik mengandung autokorelasi negatif yang signifikan. 
3.   Ho : ρ = 0 
 
H1 : ρ ≠ 0     Artinya jika d < dU atau (4-d) < dU, Ho ditolak pada tingkat 2α,   
sehingga  secara  statistic   terlihat   bahwa   adanya autokorelasi baik 
positif maupun negatif yang signifikan. 
   Dari hasil estimasi yang telah diperoleh dengan menggunakan 
software Eviews 9.5 pada tahapan sebelumnya, diperoleh hasil pada Tabel 
dibawah ini: 
              
 
 




               Tabel 4.2.1.3 
Output Uji Autokorelasi Metode Durbin-Watson 
     
     R-squared 0.871515     Mean dependent var 16.89530 
Adjusted R-squared 0.835378     S.D. dependent var 12.81945 
S.E. of regression 1.345180     Sum squared resid 231.6171 
F-statistic 24.11729     Durbin-Watson stat 2.080714 
Prob(F-statistic) 0.000000    
      Sumber: Data sekunder (lampiran 2.2) yang diolah dari Eviews 9.5 
Pengujian berdasarkan Tabel 4.2.1.3 diatas didahului dengan 
mencari titik signifikansi dari dL  dan dU pada pada tingkat signifikansi 0,05 
dengan n=165 dan k’(jumlah variabel independen) = 4. Nilai tabel yang 
diperoleh yaitu dL =1,69 dan dU=1,79. Karena 2,080714 berada di daerah 
yang tidak mengandung autokorelasi maka bisa disimpulkan bahwa di 
dalam model, tidak terdapat autokorelasi. 
 
c) Uji Heteroskedastis dengan Uji White 
   Uji white dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat sebagai 
variabel dependen dengan variabel dependen ditambah dengan kuadrat 
variabel independen, kemudian ditambahkan lagi dengan perkalian dua 
variabel independen. Prosedur pengujian dilakukan dengan hipotesis 
sebagai berikut: 
H0 : Tidak ada heterokedastisitas 
H1 : Ada heterekodastisitas 
 






















F-statistic 7.562935     Prob. F(4,160) 0.0000
Obs*R-squared 26.23649     Prob. Chi-Square(4) 0.0000
Scaled explained SS 98.08114     Prob. Chi-Square(4) 0.0000
                Tabel 4.2.1.4 
Output Uji Heteroskedastis Metode Uji White 








Sumber: Data sekunder (lampiran 2.3) yang diolah dari Eviews 9.5 
  Hasil output menunjukkan nilai Obs*R-squared adalah sebesar 
26,24 sedangkan nilai probabilitas (chi-square) adalah 0,0000 (lebih kecil 
daripada α = 0,05), dengan demikian kita tidak dapat menerima 
hipotesis nol bahwa data mengandung masalah heteroskedastisitas. 
Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya terdeteksi masalah 
heteroskedastisitas tanpa gejala autokorelasi. Estimator OLS tidak bersifat 
BLUE (Best Linear  Unbiased Estimator),  tetapi hanya LUE.  Dengan 
demikian,  nilai standard error dari koefisien hasil estimasi yang dihasilkan 
dengan metode OLS pendekatan fixed effect model tidak akurat. 
Widarjono (2013) menjelaskan bahwa solusi untuk menyelesaikan 
estimasi regresi dengan Fixed Effect Model ketika ada masalah 
heteroskedastisidas yaitu mengganti metode estimasi menjadi metode 
Weighted Least Square (WLS) sehingga metode etimasi terbaik diperoleh 
Fixed Effect Model disertai Cross-section weights. Tujuan dilakukannya 
pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross 
section. Penggunaan model ini tepat untuk melihat  perubahan perilaku 







4.3   Interpretasi Model dan Pembahasan 
Setelah melalui serangkaian pengujian baik itu Uji Chow dan Uji Asumsi 
Klasik, maka disimpulkan model etimasi terbaik yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu pendekatan Fixed Effect Model disertai Cross-section weights 
sehingga model yang digunakan akan menggunakan variabel dummy untuk 
memperlihatkan perbedaan intersep antar cross section antar provinsi di 
Indonesia namun intersepnya sama antar waktu (time invariant). Adapun 
modelnya sebagai berikut: 
     Yit = β0 + β1lnX1it+ β2lnX2it + β3lnX3it + β4lnX4it+ eit...............................(1)  
 Dengan model estimasi fixed effect disertai cross section weights dengan 
variabel dummy, maka model menjadi: 
Yit = β0 + β1lnX1it+ β2lnX2it + β3lnX3it + β4lnX4it+ β5D1i+ β6D2i+ β7D3i+ 
β8D4i+ β9D5i+ β10D6i+ β11D7i+ β12D8i+ β13D9i+ β14D10i+ β15D11i+ β16D12i+ β17D13i+ 
β18D14i+ β19D15i+ β20D16i+ β21D17i+ β22D18i+ β23D19i+ β24D20i+ β25D21i+ β26D22i+ 
β27D23i+ β28D24i+ β29D25i+ β30D26i+ β31D27i+ β32D28i+ β33D29i+ β34D30i+ β35D31i+ 
β36D32i+ β37D33i + eit.....................................................................................(2) 
 
Berdasarkan hasil regresi linear berganda dengan menggunakan 









           Tabel 4.3.1 
Pengaruh Indeks Kebebasan Sipil, Indeks Hak-Hak Politik, Indeks Lembaga 
Demokrasi, dan  Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi di Indonesia Periode 2010-2014 
Sumber : Data sekunder yang diolah dari Eviews 9.5 (lampiran 2.4)  
Hasil regresi model pengaruh variabel indeks kebebasan sipil (X1), 
indeks hak-hak politik (X2), dan indeks lembaga demokrasi  (X3), serta  indeks 
pembangunan manusia (X4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) diperoleh R-
Square sebesar 0,86 sebagaiman pada tabel 4.3.1 diatas.  Hal ini berarti variasi 
dari variabel independen indeks kebebasan sipil (X1), indeks hak-hak politik 
(X2), dan indeks lembaga demokrasi (X3), serta indeks pembangunan manusia 
(X4) dapat menjelaskan variasi variabel pertumbuhan ekonomi (Y) di Indonesia 
sebesar 87 persen. Adapun sisa variasi merupakan variasi variabel lain diluar 
model sebesar 13 persen. 
Pengujian validitas model yakni pengaruh semua variabel independen 
didalam model dapat diperoleh dari uji F-statistic koefisien regresi variabel 
independen secara serentak terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil 
pengamatan data pada Tabel 4.3.1 diketahui bahwa dengan probabilitas F 
Variabel             Koefisien         t-Statistic        Prob.          Pengaruh 




2,567797 4,292866 0,0000 
Positif dan 
signifikan 
Indeks Hak Politik 
(X2) 











3,489328 1,338822 0,3193 
Positif dan Tidak 
Signifikan 
Konstanta (C) -11,89709 -0,999750 0,3193 Negatif 
       Total Observasi   : 165 
R-squared           : 0,871515 
Adj. R-squared    : 0,835378 
F-statistic              : 24,11729 




statistik sebesar  0,00 menggunakan taraf  keyakinan 95 persen (alpha=  
0,05).  Dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel indeks kebebasan 
sipil (X1), indeks hak-hak politik (X2), dan indeks lembaga demokrasi  (X3), serta  
indeks pembangunan manusia (X4) memiliki pengaruh nyata atau signifikan 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y) pada  tingkat kepercayaan taraf 
keyakinan 95 persen (alpha= 0,05). Selain itu, hasil uji F juga memperlihatkan 
bahwa model fixed effect disertai cross section weights sudah layak digunakan 
untuk estimasi hasil penelitian ini. 
Untuk lebih jelasnya, hasil estimasi diatas  dijelaskan sebagai berikut:  
4.3.1  Konstanta atau intersep  
Berdasarkan uji signifikansi individu (Uji t), pengamatan estimasi pada 
lampiran 4 diperoleh hasil bahwa konstanta atau intersep bernilai -11,89709 
(negatif). Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menurun 
sebesar 11,89709 meskipun variabel indeks kebebasan sipil (X1), indeks hak-
hak politik (X2), dan indeks lembaga demokrasi (X3), serta indeks pembangunan 
manusia (X4) dalam keadaan tetap/konstan. 
4.3.2 Pengaruh Indeks Kebebasan Sipil (X1) terhadap Pertumbuhan    
Ekonomi di Indonesia (Y)  
Hasil estimasi pada Tabel 4.3.1 menunjukkan koefisien regresi indeks 
kebebasan sipil  yaitu 2,567797 (positif) sedangkan uji signifikansi individu 
variabel indeks kebebasan sipil (X1) menunjukkan nilai probabilitas (0,000) 
kurang dari tingkat signifikansi 5 persen, (0,05). Hal ini berarti setiap kenaikan 
indeks kebebasan sipil sebesar 1 persen mengakibatkan kenaikan 




kebebasan sipil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia periode 2010-2014.  
Secara parsial hubungan positif pengaruh indeks kebebasan sipil 
terhadap pertumbuhan ekonomi juga terbukti. Ketika indeks kebebasan sipil 
Nusa Tenggara Timur cenderung meningkat dari tahun 2010 sebesar 95,55 
(Skala 0-100) menjadi 95,59 pada tahun 2013 dan mengalami penurunan pada 
tahun 2014 sebesar 85,92 pada saat yang sama Nusa Tenggara Timur juga 
menunjukkan tren kenaikan pertumbuhan ekonomi dari 5,25 persen pada tahun 
2010 menjadi 5,42 persen pada 2013 sebelum mengalami penurunan menjadi 
5,04 persen pada tahun 2014. 
 Sebaliknya, ketika indeks kebebasan sipil Sumatera Barat yang 
cenderung menurun dari tahun 2011 sebesar 60,57 (Skala 0-100) menjadi 47,21 
pada tahun 2014 pada saat yang sama provinsi Sumatera Barat juga 
menunjukkan tren penurunan pertumbuhan ekonomi dari 6,34 persen pada 
tahun 2010 menjadi 5,85 persen pada 2014. Hubungan demikian juga berlaku di 
17 provinsi lainnya. Sehingga secara parsial, hubungan positif antara indeks 
kebebasan sipil dengan pertumbuhan ekonomi lebih mendominasi provinsi di 
Indonesia. 
Fakta  ini menunjukan bahwa terdapat kesesusuaian dengan hipotesis 
berdasarkan landasan teori yang telah diajukan pada pembahasan 
sebelumnya, bahwa meningkatnya indeks kebebasan sipil pada suatu daerah 
tertentu, diduga ikut mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.  
Hasil estimasi penelitian ini dinyatakan sejalan dengan teori yang 
dikemukan oleh Heliwell (Septiani, 2014) demokrasi sangat penting dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, List (1841) seorang pelopor teori 




terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik 
dan kebebasan perorangan. List juga menegaskan bahwa negara dan 
pemerintah harus melindungi kepentingan golongan lemah di antara 
masyarakat.  
Hasil penelitian yang menunjukkan korelasi positif ini juga sejalan 
dengan argumen dari Amartya Sen yang menekankan, tujuan akhir dari 
pembangunan adalah kebebasan dalam arti luas. Demokrasi adalah sarana 
untuk mencapai tujuan kebebasan politik, jika pembangunan ekonomi bertujuan 
menciptakan kebebasan di bidang ekonomi. Di dalam negara demokrasi tidak 
selalu membawa kemakmuran, tetapi di negara-negara demokrasi tidak pernah 
ada kelaparan karena pemerintahnya sangat tanggap terhadap permasalahan-
permasalahan rakyatnya. 
  Fakta ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan  ekonomi yang 
mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir (2010-2014) dipengaruhi 
oleh perkembangan demokrasi terkait pemenuhan hak kebebasan sipil warga. 
Secara kuantitatif indeks kebebasan sipil memang mengalami peningkatan dari 
tahun 2013-2014, namun apabila dibandingkan pada tahun 2010, 
peningkatannya hanya 00,09 poin sehinga kecenderungannya masih berjalan di 
tempat, masih tertatih-tatih dan belum sepenuhnya memenuhi harapan bagi 
terwujudnya demokrasi yang substantif. 
  Hal ini bisa diamati dengan banyaknya kasus ancaman kekerasan hak-
hak dasar kebebasan sipil warga, yang antara lain penggunaan kekerasan oleh 
aparat pemerintah daerah yang menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat di Provinsi NTT, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan 
oleh unsur masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat dan 




  Kebebasan yang membentuk indeks kebebasan sipil yaitu kebebasan 
berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, diskriminasi akan 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena berdasarkan penelitian memiliki 
hubungan yang positif sehingga baik ancaman maupun peraturan yang 
berpotensi menghambat kebebasan tersebut berarti dapat juga menjadi 
penghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi.   
Pertumbuhan ekonomi yang menurun signifikan pada tahun 2014 baik 
untuk nasional maupun provinsi salah satunya disebabkan adanya penurunan 
indeks kebebasan sipil di berbagai provinsi di Indonesia seperti Sumatera Barat, 
Sumatera Selatan, NTT, NTB, dan di berbagai provinsi lainnya sebagaimana 
penjelasan sebelumnya sehingga salah satu alternatif untuk meningkatan 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah pemerintah harus berupaya untuk 
memperbaiki aturan maupun ancaman yang dapat menghambat kebebasan 
warganya baik dalam kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, 
berkeyakinan, diskriminasi sebagai upaya untuk meningkatan indeks kebebasan 
sipil. 
4.3.3 Pengaruh Indeks Hak Politik (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
Indonesia (Y)   
  Hasil estimasi pada Tabel 4.3.1 menunjukkan koefisien regresi indeks 
hak politik (X2)  yaitu -1,751356 (negatif) dengan nilai probabilitas (0,000) kurang 
dari tingkat signifikansi 5 persen, (0,05). Hal ini berarti setiap kenaikan indeks 
hak-hak politik sebesar 1 persen mengakibatkan penurunan pertumbuhan 
ekonomi sebesar 1,75 persen. Dengan demikian indeks hak-hak politk 





Maksud dari pengaruh negatif dan signifikan ini adalah terdapat indikasi 
hubungan kuat antara indeks hak-hak politik dan pertumbuhan ekonomi. 
Koefisien regresi negatif tersebut mengindikasikan jika indeks hak-hak politik 
meningkat maka akan berpengaruh pada penurunan pertumbuhan ekonomi 
begitupun sebaliknya.  
Secara parsial hubungan negatif pengaruh indeks hak-hak politik 
terhadap pertumbuhan ekonomi juga terbukti. Ketika indeks hak-hak politik 
provinsi Aceh cenderung menurun pada tahun 2011 di angka 47,90 dari 62,63 di 
tahun 2010, pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh justru 
mengalami peningkatan sebesar 3,28 % dari 2,74 % di tahun 2010 begitupula 
pada tahun 2012-2014 dimana peningkatan indeks hak-hak politik berbanding 
terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Aceh. Hubungan demikian juga berlaku 
hampir seluruh provinsi di Indonesia terutama pada tahun 2014. Hanya ada 
beberapa provinsi yang memiliki hubungan positif seperti Provinsi Jawa Tengah, 
Jawa Timur, Maluku sehingga secara parsial, hubungan negatif antara indeks 
hak-hak politik dengan pertumbuhan ekonomi lebih mendominasi provinsi di 
Indonesia. 
   Fakta  ini tidak sejalan dengan hipotesis berdasarkan landasan teori yang 
telah diajukan pada pembahasan sebelumnya, bahwa meningkatnya indeks 
hak-hak politik pada suatu daerah tertentu, diduga ikut mendorong terjadinya 
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Seperti  Fuad (2007) yang menyimpulkan 
bahwa demokratisasi dapat meningkatkan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. 
Demokratis adalah sebuah sistem dimana terdapat adanya pengakuan atas hak-





 Hasil estimasi penelitian ini dinyatakan lebih mengarah pada teori yang 
dikemukan oleh Barro (Septiani, 2014) dan Alesina (1992) yang menggunakan 
variabel demokrasi, revolusi & kudeta serta pembunuhan karakter sebagai 
ukuran ketidakstabilan politik. Ukuran-ukuran tersebut memiliki pengaruh negatif 
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  
  Secara kuantitatif angka indeks hak-hak politik memang mengalami 
kenaikan. Hal ini bisa diketahui lebih mendalam bahwa tahun 2014 adalah ‘tahun 
politik’ dimana terjadi perbaikan PEMILU untuk Indonesia baik dalam pemilihan 
legislatif dan presiden yang secara langsung berpengaruh besar pada indikator 
yang membentuk angka indeks hak-hak politik yaitu hak memilih dan dipilih. 
Namun dalam adab partisipasi politik yaitu pengambilan keputusan dan 
pengawasan, dalam laporan IDI 2014 memperlihatkan partisipasi masyarakat 
dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sangat tinggi untuk terlibat 
dalam urusan-urusan penyelenggaraan negara (civic involvement).  
Orang merasa berkepentingan dan memperhatikan apa-apa yang terjadi 
di sekelilingnya dan apabila mereka tidak suka atau tidak setuju dengan apa 
yang mereka lihat, mereka akan mengekspresikan ketidaksukaan atau 
ketidaksetujuan. Namun yang menjadi masalah besar yaitu dari tahun ke tahun 
ekspresi-ekspresi dari partisipasi masyarakat yang berakhir dengan kekerasan 
terus bertambah.  Hal ini tentunya merupakan hal yang tidak diinginkan. 
Kecenderungan ini menunjukkan ekspresiekspresi yang justru anti-demokratik. 
  Fakta ini bisa dilihat dari media massa yang sering mempublikasikan 
sering terjadinya demonstrasi  atau mogok baik yang dilakukan oleh buruh, 
mahasiswa, maupun berkaitan dengan demonstrasi setelah pelaksanaan 
pilkada. Demonstrasi pada dasarnya tidaklah dilarang karena itu adalah hak 




bentuk ketidakpuasan atas kinerja pemerintah. Namun realitanya, demonstrasi 
tersebut cenderung berujung pada kekerasan dan perusakan berbagai fasilitas 
dan terjadi penjarahan. Hal inilah yang diyakini dapat mempengaruhi kondisi 
perekonomian yang salah satunya menurunkan pertumbuhan ekonomi.  
  Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cenderung mengalami 
penurunan pada tahun 2010-2014 diyakini salah satu penyebabnya yaitu 
berkaitan dengan hak-hak politik dalam bentuk pengawasan masyarakat atas 
keputusan yang akan atau telah terealisasi oleh pemerintah yang cenderung 
berakhir dengan demonstrasi yang bersifat anarkis sehingga salah satu alternatif 
untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah pemerintah harus 
berupaya untuk memperbaiki aturan maupun tindakan pencegahan dari 
partisipasi politik warga yang bersifat kekerasan.  
4.3.4 Pengaruh Indeks Lembaga Demokrasi (X3) terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi (Y) 
Hasil estimasi pada Tabel 4.3.1 menunjukkan koefisien regresi indeks 
lembaga demokrasi (X3)  yaitu -0,0289676 (negatif) dengan nilai probabilitas 
(0,1996) lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen, (0,05) sehingga indeks 
lembaga demokrasi tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi 
di Indonesia periode 2010-2014. 
Hasil ini berbeda dengan hipotesis dan teori yang telah diajukan pada 
pembahasan sebelumnya, bahwa meningkatnya indeks lembaga demokrasi 
pada suatu daerah tertentu, diduga ikut mendorong terjadinya peningkatan 
pertumbuhan ekonomi. Hal ini memperkuat anggapan bahwa peningkatan 
indeks lembaga demokrasi terutama pada tahun 2013 (72,11) dan 2014 (75,81) 




meyakinkan terhadap pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, analisis regresi yang 
menunjukkan koefisien -0,0289676 (negatif) kelihatannya juga secara tidak 
langsung mengungkap bahwa peningkatan indeks lembaga demokrasi dapat 
menghambat pertumbuhan ekonomi. 
  Secara parsial, walaupun indeks lembaga demokrasi tidak signifikan 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, koefisen hasil estimasi yang 
negatif juga dibuktikan oleh capaian indeks lembaga demokrasi provinsi Aceh 
cenderung menurun pada tahun 2011 di angka 63,77 dari 63,87 di tahun 2010, 
pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh justru mengalami 
peningkatan sebesar 3,28 % dari 2,74 % di tahun 2010 begitupula pada tahun 
2012-2014, peningkatan indeks lembaga demokrasi Provinsi sebaliknya pada 
saat yang sama pertumbuhan ekonomi Aceh justru mengalami penurunan. 
Hubungan negatif antara indeks lembaga demokrasi dengan pertumbuhan 
ekonomi berlaku hampir di berbagai provinsi seperti Provinsi Lampung, Jambi, 
Kep.Riau, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku, Papua 
Barat terutama pada tahun 2014. 
  Temuan ini mengindikasikan bahwa walaupun capaian indeks lembaga 
demokrasi yang mengalami peningkatan terutama tahun 2014 yang berada 
dalam kategori “sedang” namun kualitas kinerja aspek Lembaga Demokrasi 
secara nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir sulit menembus kategori 
“baik”. Secara kuantitatif, angka indeks lembaga demokrasi mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014, namun (laporan IDI, 2014) 
memperlihatkan tidak semua indikator lembaga demokrasi mengalami 
peningkatan, hanya indikator lembaga demokrasi yang menyelenggarakan 
PEMILU 2014 yang bebas dan adil sedangkan lembaga DPRD, dan Partai 




 Selain karena kurangnya peran DPRD dalam rekomendasi DPRD 
kepada eksekutif, anggota DPRD yang merupakan kader dari partai politik yang 
bermasalah dalam kaderisasi sering melakukan penyelewengan baik itu korupsi, 
suap, dan sebagainya. Program yang sebetulnya diperuntukkan untuk 
kepentingan publik seringkali berubah haluan menjadi kepentingan individu 
maupun golongan tertentu untuk mengembalikan investasi politik yang 
dikeluarkan pada saat pemilihan sehingga hal ini akan kondisi perekonomian 
khususnya pertumbuhan ekonomi. 
Adanya kecenderungan lembaga-lembaga demokrasi yang masih 
terdapat banyak masalah, mengindikasikan hasil ini lebih mengarah pada teori 
North (1990) yang menyatakan bahwa lembaga yang lemah akan mengganggu 
pertumbuhan ekonomi karena menyebabkan agen ekonomi berkutat melawan 
sistem lembaga yang buruk daripada meneruskan aktivitas ekonomi. Deliarnov 
(2006) menyatakan bahwa hubungan antara ekonomi politik kelembagaan 
dengan kebijakan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga dapat 
diamati dari berbagai keputusan yang menyangkut kebijakan publik yang 
dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan institusi ekonomi dan politik yang 
ada. 
  Berdasarkan hal tersebut maka, salah satu alternatif yang secara tidak 
langsung dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah 
pemerintah harus berupaya agar Lembaga demokrasi khususnya lembaga 
DPRD dan Partai Politik dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya 
dengan melibatkan lembaga-lembaga negara untuk mengawasi pelaksanaan 
perannya seperti KPK dan BPK. Selain itu, untuk dapat menimbulkan efek jera, 





4.3.5 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X4) terhadap 
Pertumbuhan     Ekonomi di Indonesia (Y) 
Untuk variabel indeks pembangunan manusia, hasil estimasi pada Tabel 
4.3.1 menunjukkan koefisien regresi indeks pembangunan manusia (X4)  yaitu 
3,489328 (positif) dengan nilai probabilitas (0,3193) lebih besar dari tingkat 
signifikansi 5 persen, (0,05). Dengan demikian indeks pembangunan manusia 
tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 
2010-2014. 
Fakta  ini menunjukan bahwa terjadi ketidaksesuaian dengan hipotesis 
berdasarkan landasan teori yang telah diajukan pada pembahasan sebelumnya 
tentang hubungan positif peningkatan indeks pembangunan manusia pada 
suatu daerah tertentu, diduga ikut mendorong terjadinya peningkatan 
pertumbuhan ekonomi seperti yang penelitian Ramirez (1998), Sinaga (2005), 
Yunita (2012), dan Santika (2013). Hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan 
IPM tidak serta merta merta menaikkan pertumbuhan ekonomi pada periode 
penelitian ini terlepas dari perubahan metode baru dalam menghitung angka 
IPM. 
Koefisien indeks pembangunan manusia di angka 0,041300 (positif) 
terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial memperlihatkan kecenderungan 
terjadi di beberapa provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif 
terutama pada tahun 2013-2014 seperti provinsi Jambi, Kepulauan Riau, DI 
Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Maluku pada saat yang 
sama provinsi tersebut juga peningkatan angka indeks pembangunan manusia. 




sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
pendapatan rumah tangga. 
Hal ini juga mengindikasikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 
periode penelitian 2010-2014 lebih dominan dipengaruhi oleh variabel selain 
variabel indeks pembangunan manusia dan variabel indeks demokrasi 
Indonesia yang sudah dibahas sebelumnya. Seperti pada laporan World Bank 
(Indonesia Investments, 2016) bahwa pertumbuhan penduduk kelas menengah 
telah berkurang karena perlambatan perekonomian Indonesia yang terjadi 
setelah 2011, padahal Indonesia memiliki kekuatan konsumen yang mendorong 
perekonomian dan telah secara signifikan memicu pertumbuhan investasi 
domestik dan asing sejak 2010. 
Pertumbuhan Ekonomi Global yang Lambat karena menurunnya 
pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sehingga ekspansi 
perekonomian di RRT segera memberikan dampak pada Indonesia karena 
kedua negara adalah mitra dagang yang penting (RRT berkontribusi untuk 
hampir sepersepuluh dari total ekspor Indonesia). Tingkat suku bunga Bank 
Indonesia yang tinggi sehingga membatasi pertumbuhan kredit. 
Pengimplementasian UU Pertambangan 2009 tentang larangan ekspor biji-biji 
mineral pada Januari 2014.  
Berdasarkan penjelasan diatas maka hasil penelitian ini cenderung lebih 
mengarah ke penelitian Sukarmiati (2008) menunjukkan bahwa dalam jangka 
pendek variabel IPM seperti pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan 
dan jumlah penduduk tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Dalam jangka panjang variabel yang berpengaruh adalah jumlah penduduk.  
Hasil estimasi yang tidak signifikan ini berarti data indeks pembangunan 




membuktikan keterkaitan antara indeks pembangunan manusia dengan 
pertumbuhan ekonomi walaupun secara teori tetap memiliki hubungan positif 
yang sifatnya lemah pada periode penelitian tahun 2010-2014. 
Menanggapi persoalan penurunan pertumbuhan ekonomi periode 
penelitian 2010-2014 sebagaimana pembahasan sebelumnya memunculkan 
harapan terhadap implikasi kebijaksanaan yang dapat diambil oleh pemerintah 
beserta lembaga-lembaga yang terkait agar tetap mempertahankan atau 
berupaya menambah peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia 
walaupun hasil estimasi menunjukkan hubungan positif yang cenderung lemah 
karena kondisi rill pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengindikasikan ada 
variabel lain yang jauh berpengaruh dibandingkan indeks pembangunan 
manusia seperti pada laporan World Bank.  
Apabila variabel yang dijelaskan World Bank mampu diselesaikan 
dengan baik oleh pemerintah dan pada saat yang sama variabel indeks 
pembangunan manusia konsisten mengalami peningkatan, maka kita bisa 
membayangkan dampak besarnya terhadap pertumbuhan ekonomi yang 






   Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil analisis 
data dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang 
direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema 
penelitian ini sekaligus memuat kelemahan dalam penelitian ini: 
5.1 Kesimpulan   
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat ditarik sebagai berikut :  
1. Indeks kebebasan sipil berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hipotesis yang diajukan terbukti 
sebagaimana hasil yang diperoleh. Fakta empiris menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan dalam beberapa 
tahun terakhir dipengaruhi oleh perkembangan demokrasi terkait 
pemenuhan hak kebebasan sipil warga masih berjalan di tempat, masih 
tertatih-tatih dan belum sepenuhnya memenuhi harapan bagi 
terwujudnya demokrasi yang substantif. Banyaknya kasus ancaman 
kekerasan hak-hak dasar kebebasan sipil warga seperti penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah daerah yang menghambat 
kebebasan berkumpul dan berserikat di Provinsi NTT, ancaman 
kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh unsur masyarakat yang 
menghambat kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama 
warga di Kupang dan masih banyak kasus yang lainnya sehingga 




dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi yang pada 
akhirnya menjadi penghambat  peningkatan pertumbuhan ekonomi.  
2. Indeks hak-hak politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara kuantitatif angka indeks 
hak-hak politik memang mengalami kenaikan. Hal ini bisa diketahui 
lebih mendalam bahwa tahun 2014 adalah ‘tahun politik’ dimana terjadi 
perbaikan PEMILU untuk Indonesia baik dalam pemilihan legislatif dan 
presiden yang secara langsung berpengaruh besar pada indikator yang 
membentuk angka indeks hak-hak politik yaitu hak memilih dan dipilih. 
Namun dalam adab partisipasi politik masih cenderung berakhir 
dengan demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan dan perusakan 
berbagai fasilitas dan terjadi penjarahan. sehingga kecenderungan ini 
menunjukkan ekspresi-ekspresi yang justru anti-demokratik. Hal inilah 
yang diyakini dapat mempengaruhi kondisi perekonomian yang 
mengakibatkan perlambatan realisasi investasi, dan karenanya 
mengurangi ekspansi perekonomian negara sehingga menurunkan 
pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka hipotesis yang 
diajukan terbukti sebagaimana hasil yang diperoleh. 
3. Indeks lembaga demokrasi t idak  berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga hasil ini sedikit 
menyimpang dari hipotesis yang diajukan. Meskipun tidak signifikan 
dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun diyakini secara 
tidak langsung lembaga demokrasi seperti Lembaga Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), peradilan, dan lembaga KPU berperan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Kenaikan angka Indeks Lembaga Demokrasi 




dalam pembuatan aturan ataupun dalam pengawasan terhadap 
berbagai program pemerintah sebagai bentuk tugasnya sebagai badan 
legislatif. Lembaga DPR yang mayoritas di isi oleh kader partai politik 
yang dipilih dari pesta demokrasi yang mahal, menimbulkan 
kecenderungan terjadi penyimpangan pada saat sudah menduduki 
jabatan sebagai wakil rakyat tersebut baik wakil rakyat di pusat maupun 
tersebar diberbagai wilayah provinsi di Indonesia. Hal ini bisa dilihat 
dari banyaknya anggota legislatif terlibat dalam kasus korupsi, suap, 
dan semacamnya yang ditangani oleh kejaksaan maupun KPK. 
Program-program yang sebetulnya untuk kepentingan publik yang 
tujuan awalnya menargetkan kesejahteraan rakyat termasuk 
peningkatan pertumbuhan ekonomi seringkali berubah menjadi 
kepentingan pribadi atau kelompok pada tahap implementasi sehingga 
justru menibulkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat. 
4. Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2010-2014 sehingga fakta 
ini menunjukan bahwa terdapat ketidaksesesuaian dengan hipotesis 
berdasarkan landasan teori yang digunakan. Kenaikan indeks 
pembangunan manusia tidak serta merta menaikkan pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia. Hal ini juga mengindikasikan pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia pada periode penelitian 2010-2014 lebih dominan 
dipengaruhi oleh variabel selain variabel indeks pembangunan manusia 
dan variabel indeks demokrasi Indonesia yang sudah dibahas 
sebelumnya. Seperti pada laporan World Bank yang menjelaskan 




konsumsi akibat pertumbuhan penduduk kelas menengah telah 
berkurang sehingga menurunnya investasi domestik dan asing sejak 
2010, menurunnya pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT), tingkat suku bunga Bank Indonesia yang tinggi sehingga 
membatasi pertumbuhan kredit, berjalannya UU Pertambangan 2009 
sehingga hasil estimasi yang tidak signifikan ini berarti data indeks 
pembangunan menggunakan metode baru yang dikumpulkan tidak 
berhasil sepenuhnya membuktikan keterkaitan antara indeks 
pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi walaupun 
secara teori tetap memiliki hubungan positif yang sifatnya lemah pada 
periode penelitian tahun 2010-2014. 
5.2 Saran 
Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang 
perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Pemerintah harus berupaya untuk memperbaiki aturan maupun 
ancaman yang dapat menghambat kebebasan warganya baik dalam 
kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, 
diskriminasi sebagai upaya untuk meningkatan indeks kebebasan sipil 
karena memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
2. Pemerintah harus berupaya untuk memperbaiki aturan maupun tindakan 
pencegahan dari partisipasi politik warga berupa demonstrasi yang 
bersifat kekerasan. Demonstrasi yang hadir akibat protes dari kebijakan 
yang dianggap merugikan golongan tertentu sejatinya dapat dihindari 




terkait. Selain itu, pemerintah maupun badan perwakilan rakyat 
diharapkan peka terhadap berbagai saran yang berasal dari masyarakat. 
3. Walaupun lembaga demokrasi tidak signifikan berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi tetapi pemerintah harus tetap berupaya maksimal 
melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi penyelewengan 
kekuasaan terutama berkaitan dengan penyelewengan anggaran baik 
dalam pembahasan oleh lembaga DPR, mapun pada saat tahap 
pelaksanaan. Hal ini sejatinya karena kekuasaan yang diperoleh melalui 
proses demokrasi yang mahal menimbulkan kecenderungan untuk 
melakukan penyelewengan setidaknya untuk mengembalikan biaya yang 
telah dikeluarkan pada saat pesta demokrasi. 
4. Pemerintah beserta lembaga-lembaga yang terkait agar mengambil 
kebijaksanaan yang tetap mempertahankan atau berupaya menambah 
peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia walaupun hasil 
estimasi menunjukkan hubungan positif yang cenderung lemah karena 
kondisi rill pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengindikasikan ada 
variabel lain yang jauh berpengaruh dibandingkan indeks pembangunan 
manusia seperti pada laporan World Bank. Apabila variabel yang 
dijelaskan World Bank mampu diselesaikan dengan baik oleh pemerintah 
dan pada saat yang sama variabel indeks pembangunan manusia 
konsisten mengalami peningkatan, maka kita bisa membayangkan 
dampak besarnya terhadap pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan 







5.3   Kelemahan Penelitian 
   Terbatasnya referensi yang spesifik berkaitan dengan variabel 
indeks demokrasi Indonesia seperti indeks kebebesan sipil, indeks hak-hak 
politik, dan indeks lembaga demokrasi  terhadap pertumbuhan ekonomi 
yang penulis temukan, mengakibatkan teori yang digunakan dalam skripsi 
ini lebih banyak masih yang bersifat general (umum) yaitu masih sebatas 
pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga pengaruh 
spesifik dari variabel indeks kebebasan sipil, indeks hak-hak politik, dan 
indeks lembaga demokrasi belum mampu secara jelas memberikan 
pengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun pada 
skripsi ini, penulis sudah berupaya keras agar dapat menggambarkan 
pengaruh spesifiknya dengan berbagai literatur penunjang. Besar harapan 
kepada peneliti selanjutnya yang ingin menulis penelitian dengan topik 
yang sama agar mampu lebih kreatif dalam mengatasi permasalahan-
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1. Rekapitulasi Data 









Aceh 2010 2,74 4,25 4,14 4,16 4,21 
Aceh 2011 3,28 4,07 3,87 4,16 4,21 
Aceh 2012 3,85 4,10 3,85 4,05 4,22 
Aceh 2013 2,83 4,27 3,88 4,34 4,22 
Aceh 2014 1,65 4,25 4,16 4,49 4,23 
Sumatera Utara 2010 6,42 4,34 4,05 4,03 4,21 
Sumatera Utara 2011 6,66 4,37 4,09 4,10 4,21 
Sumatera Utara 2012 6,45 4,30 3,91 3,97 4,22 
Sumatera Utara 2013 6,08 4,30 3,90 4,01 4,22 
Sumatera Utara 2014 5,23 4,38 4,13 4,14 4,23 
Sumatera Barat 2010 5,94 4,07 4,16 4,21 4,21 
Sumatera Barat 2011 6,34 4,10 4,08 4,38 4,22 
Sumatera Barat 2012 6,31 4,04 3,93 4,40 4,22 
Sumatera Barat 2013 6,02 4,01 3,66 4,35 4,23 
Sumatera Barat 2014 5,85 3,85 4,12 4,48 4,24 
Riau 2010 4,21 4,51 3,85 4,45 4,23 
Riau 2011 5,57 4,42 3,97 4,42 4,23 
Riau 2012 3,76 4,38 3,85 4,41 4,24 
Riau 2013 2,49 4,35 3,95 4,41 4,25 
Riau 2014 2,62 4,31 4,09 4,31 4,25 
Jambi 2010 7,35 4,44 3,87 4,25 4,18 
Jambi 2011 7,86 4,52 3,83 4,41 4,19 
Jambi 2012 7,03 4,46 3,84 4,41 4,20 
Jambi 2013 7,07 4,44 3,74 4,31 4,22 
Jambi 2014 7,76 4,36 3,99 4,49 4,22 
Sumatera Selatan 2010 5,63 4,61 4,01 4,25 4,17 
Sumatera Selatan 2011 6,36 4,43 3,90 4,34 4,18 
Sumatera Selatan 2012 6,83 4,54 4,01 4,34 4,19 
Sumatera Selatan 2013 5,40 4,52 3,92 4,15 4,19 
Sumatera Selatan 2014 4,68 4,46 4,15 4,36 4,20 
Bengkulu 2010 6,10 4,55 4,16 3,94 4,18 
Bengkulu 2011 6,85 4,54 4,09 4,12 4,19 
Bengkulu 2012 6,83 4,54 3,92 4,37 4,20 
Bengkulu 2013 6,08 4,27 3,90 4,08 4,21 
Bengkulu 2014 5,49 4,38 4,16 4,31 4,22 
Lampung 2010 5,88 4,55 3,99 4,03 4,15 
Lampung 2011 6,56 4,53 4,11 4,26 4,16 
Lampung 2012 6,44 4,54 3,92 4,37 4,17 
Lampung 2013 5,78 4,26 3,82 4,40 4,19 




Kep. Bangka Belitung 2010 5,99 4,45 3,88 4,23 4,19 
Kep. Bangka Belitung 2011 6,90 4,48 3,85 4,28 4,20 
Kep. Bangka Belitung 2012 5,50 4,42 3,94 4,39 4,21 
Kep. Bangka Belitung 2013 5,22 4,44 3,92 4,34 4,22 
Kep. Bangka Belitung 2014 4,68 4,50 4,03 4,47 4,22 
Kepulauan Riau 2010 7,19 4,47 3,68 4,24 4,26 
Kepulauan Riau 2011 6,96 4,47 4,03 4,30 4,27 
Kepulauan Riau 2012 7,63 4,41 3,91 4,23 4,28 
Kepulauan Riau 2013 7,11 4,38 3,90 4,33 4,29 
Kepulauan Riau 2014 7,32 4,41 4,07 4,20 4,30 
DKI Jakarta 2010 6,50 4,53 4,03 4,53 4,33 
DKI Jakarta 2011 6,73 4,50 4,07 4,54 4,34 
DKI Jakarta 2012 6,53 4,48 4,14 4,49 4,35 
DKI Jakarta 2013 6,11 4,49 4,01 4,31 4,36 
DKI Jakarta 2014 5,95 4,52 4,30 4,53 4,36 
Jawa Barat 2010 6,20 4,31 3,84 4,11 4,19 
Jawa Barat 2011 6,50 4,37 3,84 4,40 4,20 
Jawa Barat 2012 6,50 4,19 3,84 4,14 4,21 
Jawa Barat 2013 6,34 4,38 3,84 4,33 4,22 
Jawa Barat 2014 5,06 4,43 4,18 4,19 4,23 
Jawa Tengah 2010 5,84 4,44 3,83 4,15 4,19 
Jawa Tengah 2011 5,30 4,43 3,83 4,29 4,20 
Jawa Tengah 2012 5,34 4,32 3,83 4,35 4,21 
Jawa Tengah 2013 5,14 4,37 3,83 4,11 4,22 
Jawa Tengah 2014 5,42 4,48 4,21 4,39 4,23 
DI Yogyakarta 2010 4,88 4,51 4,02 4,41 4,32 
DI Yogyakarta 2011 5,21 4,47 3,96 4,42 4,33 
DI Yogyakarta 2012 5,37 4,47 4,02 4,41 4,33 
DI Yogyakarta 2013 5,49 4,51 3,92 4,43 4,34 
DI Yogyakarta 2014 5,18 4,46 4,33 4,49 4,34 
Jawa Timur 2010 6,68 4,36 3,74 3,84 4,18 
Jawa Timur 2011 6,44 4,27 3,70 4,11 4,19 
Jawa Timur 2012 6,64 4,39 3,59 3,96 4,20 
Jawa Timur 2013 6,08 4,27 3,57 4,41 4,21 
Jawa Timur 2014 5,86 4,40 4,03 4,36 4,22 
Banten 2010 6,11 4,42 3,66 4,20 4,21 
Banten 2011 7,03 4,39 3,80 4,47 4,22 
Banten 2012 6,83 4,37 3,93 4,25 4,23 
Banten 2013 7,13 4,40 3,93 4,44 4,24 
Banten 2014 5,47 4,40 4,15 4,47 4,25 
Bali 2010 5,83 4,54 3,94 4,36 4,25 




Bali 2012 6,96 4,55 3,81 4,45 4,27 
Bali 2013 6,69 4,53 3,97 4,35 4,28 
Bali 2014 6,72 4,52 4,12 4,38 4,28 
Nusa Tenggara Barat 2010 6,35 4,21 3,84 4,18 4,11 
Nusa Tenggara Barat 2011 -3,91 4,02 3,90 4,11 4,13 
Nusa Tenggara Barat 2012 -1,54 4,07 3,90 4,26 4,14 
Nusa Tenggara Barat 2013 5,15 4,09 3,90 4,19 4,16 
Nusa Tenggara Barat 2014 5,06 4,07 4,13 4,23 4,16 
Nusa Tenggara Timur 2010 5,25 4,56 4,02 4,22 4,08 
Nusa Tenggara Timur 2011 5,67 4,57 3,86 4,39 4,10 
Nusa Tenggara Timur 2012 5,46 4,51 3,93 4,43 4,11 
Nusa Tenggara Timur 2013 5,42 4,56 4,07 4,22 4,12 
Nusa Tenggara Timur 2014 5,04 4,45 4,18 3,97 4,13 
Kalimantan Barat 2010 5,47 4,60 3,81 4,25 4,13 
Kalimantan Barat 2011 5,50 4,58 3,90 4,47 4,13 
Kalimantan Barat 2012 5,91 4,53 3,62 4,33 4,15 
Kalimantan Barat 2013 6,04 4,58 3,90 4,07 4,16 
Kalimantan Barat 2014 5,02 4,59 4,15 4,45 4,17 
Kalimantan Tengah 2010 6,50 4,55 4,03 4,18 4,19 
Kalimantan Tengah 2011 7,01 4,53 4,00 4,50 4,20 
Kalimantan Tengah 2012 6,87 4,23 3,93 4,45 4,20 
Kalimantan Tengah 2013 7,38 4,41 3,93 4,15 4,21 
Kalimantan Tengah 2014 6,21 4,53 4,20 4,40 4,22 
Kalimantan Selatan 2010 5,59 4,22 4,29 4,28 4,18 
Kalimantan Selatan 2011 6,97 4,03 4,16 4,42 4,19 
Kalimantan Selatan 2012 5,97 3,90 3,96 4,49 4,20 
Kalimantan Selatan 2013 5,36 4,06 4,03 4,41 4,21 
Kalimantan Selatan 2014 4,85 4,07 4,34 4,35 4,21 
Kalimantan Timur 2010 5,10 4,58 3,99 4,28 4,27 
Kalimantan Timur 2011 6,47 4,52 3,81 4,22 4,28 
Kalimantan Timur 2012 5,48 4,58 3,95 4,24 4,29 
Kalimantan Timur 2013 2,72 4,52 4,01 4,06 4,29 
Kalimantan Timur 2014 2,02 4,54 4,25 4,25 4,30 
Sulawesi Utara 2010 7,16 4,53 3,80 4,18 4,22 
Sulawesi Utara 2011 6,17 4,59 3,97 4,19 4,22 
Sulawesi Utara 2012 6,86 4,56 4,07 4,39 4,23 
Sulawesi Utara 2013 6,38 4,53 4,14 4,18 4,24 
Sulawesi Utara 2014 6,31 4,54 4,39 4,34 4,25 
Sulawesi Tengah 2010 8,74 4,52 3,95 4,06 4,15 
Sulawesi Tengah 2011 9,82 4,52 3,61 4,27 4,16 
Sulawesi Tengah 2012 9,53 4,54 3,63 4,28 4,17 




Sulawesi Tengah 2014 5,11 4,46 4,08 4,42 4,20 
Sulawesi Selatan 2010 8,19 4,36 3,48 4,22 4,19 
Sulawesi Selatan 2011 8,13 4,39 3,67 4,46 4,20 
Sulawesi Selatan 2012 8,87 4,47 3,78 4,44 4,21 
Sulawesi Selatan 2013 7,63 4,40 3,92 4,22 4,22 
Sulawesi Selatan 2014 7,57 4,46 4,30 4,15 4,23 
Sulawesi Tenggara 2010 8,22 4,43 3,42 4,04 4,19 
Sulawesi Tenggara 2011 10,63 4,45 3,37 4,21 4,20 
Sulawesi Tenggara 2012 11,65 4,52 3,38 4,07 4,21 
Sulawesi Tenggara 2013 7,51 4,43 3,37 3,92 4,21 
Sulawesi Tenggara 2014 6,26 4,51 3,97 4,26 4,22 
Gorontalo 2010 7,63 4,41 3,95 4,16 4,14 
Gorontalo 2011 7,71 4,40 3,79 4,22 4,15 
Gorontalo 2012 7,91 4,29 3,93 4,02 4,16 
Gorontalo 2013 7,68 4,37 4,06 4,19 4,17 
Gorontalo 2014 7,29 4,41 4,15 4,37 4,18 
Sulawesi Barat 2010 11,89 4,55 3,85 4,19 4,09 
Sulawesi Barat 2011 10,73 4,55 3,75 4,22 4,10 
Sulawesi Barat 2012 9,25 4,48 3,58 4,33 4,11 
Sulawesi Barat 2013 6,94 4,48 3,79 4,17 4,12 
Sulawesi Barat 2014 8,73 4,50 4,15 4,39 4,13 
Maluku 2010 6,47 4,57 3,87 4,25 4,16 
Maluku 2011 6,34 4,51 3,83 4,33 4,17 
Maluku 2012 7,16 4,33 3,81 4,13 4,18 
Maluku 2013 5,26 4,40 3,92 4,28 4,19 
Maluku 2014 6,70 4,51 4,09 4,25 4,20 
Maluku Utara 2010 7,95 4,53 3,43 4,18 4,14 
Maluku Utara 2011 6,80 4,50 3,48 4,14 4,15 
Maluku Utara 2012 6,98 4,48 3,91 4,20 4,16 
Maluku Utara 2013 6,37 4,43 3,89 4,15 4,17 
Maluku Utara 2014 5,49 4,34 4,10 4,22 4,18 
Papua Barat 2010 5,07 4,60 3,79 4,17 4,09 
Papua Barat 2011 3,64 4,54 3,78 3,91 4,09 
Papua Barat 2012 3,63 4,55 3,82 4,12 4,10 
Papua Barat 2013 7,39 4,53 3,58 4,10 4,11 
Papua Barat 2014 5,38 4,58 3,67 4,20 4,12 
Papua 2010 -3,19 4,51 3,46 4,21 4,00 
Papua 2011 -4,28 4,47 3,38 4,25 4,01 
Papua 2012 1,72 4,51 3,50 4,20 4,02 
Papua 2013 7,91 4,50 3,45 4,26 4,03 
Papua 2014 3,25 4,45 3,75 4,15 4,04 




2. Pengujian Asumsi Klasik 
2.1 Output Uji Multikolinearitas 
 
 IKS IHP ILD IPM 
IKS 1.000000 -0.104649 -0.018046 -0.054584 
IHP -0.104649 1.000000 0.274730 0.411608 
ILD -0.018046 0.274730 1.000000 0.382643 
IPM -0.054584 0.411608 0.382643 1.000000 
Sumber: Data sekunder yang diolah dari Eviews 9.5 
Salah satu cara untuk menguji multikolinear, bisa dilihat matriks 
korelasinya. Jika masing-masing variabel bebas berkorelasi lebih besar 
dari 80 persen maka termasuk yang memiliki hubungan yang tinggi atau 
ada indikasi multikolinearitas (Gujarati: 2003). Dari matriks korelasi pada 
output uji multikolinearitas diatas terlihat bahwa hubungan antara 
variabel independennya semuanya di bawah 80 persen sehingga bisa 
disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinear di dalam model. 
2.2 Output Uji Autokorelasi Metode Durbin-Watson 
 
     
     R-squared 0.860233     Mean dependent var 16.62460 
Adjusted R-squared 0.820924     S.D. dependent var 11.14574 
S.E. of regression 1.362108     Sum squared resid 237.4832 
F-statistic 21.88363     Durbin-Watson stat 2.062006 




Sumber: Data sekunder yang diolah dari Eviews 9.5 
 
Pengujian diatas didahului dengan mencari titik signifikansi dari dL  
dan dU pada pada tingkat signifikansi 0,05 dengan n=165 dan k’(jumlah 
variabel independen) = 4. Nilai tabel yang diperoleh yaitu dL =1,69 dan 
dU=1,79. Karena 2,062006 berada di daerah yang tidak mengandung 
autokorelasi maka bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi di 















2.3 Output Uji Heteroskedastisitas dengan Uji White 
 
Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 5.437167     Prob. F(4,160) 0.0004 
Obs*R-squared 19.74447     Prob. Chi-Square(4) 0.0006 
Scaled explained SS 74.77925     Prob. Chi-Square(4) 0.0000 
     
            Sumber: Data sekunder yang diolah dari Eviews 9.5 
H0 : Tidak ada heterokedastisitas 
H1 : Ada heterekodastisitas 
 
Jika α = 5%, maka tolak H0 jika obs*R-square > X2 atau P-value < α. 
          Kesimpulan : Hasil output menunjukkan nilai Obs*R-squared 
adalah sebesar 19,75 sedangkan nilai probabilitas (chi-square) adalah 
0,0006 (lebih kecil daripada α = 0,05), dengan demikian kita tidak dapat 
menerima hipotesis nol bahwa data mengandung masalah 
heteroskedastisitas. 
3. Penentuan Metode Estimasi 
  Dalam penelitian ini, fokus metode yang akan digunakan yaitu 
antara Pooled Least Square (Common Effect Method) atau Fixed Effect 
Method karena model sudah dianggap mampu menjelaskan data yang 
diestimasi sehingga hanya uji Chow yang digunakan untuk memilih antara 
metode PLS atau Fixed Effect. 






Sumber: Data sekunder yang diolah dengan Eviews 9.5 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     





H0: Model CEM  
H1: Model FEM 
 
Kesimpulan: Nilai F statistik adalah 19.933 dengan nilai tabel 
pada df (32,128) α = 0,05 adalah 1,52 sehingga F statistik > F tabel, maka 
H0 di tolak sehingga model data yang digunakan adalah Fixed Effect 
Model. 
4. Hasil Estimasi dengan Fixed Effect Model disertai Cross-section 
      Weighted 
  Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya terdeteksi masalah 
heteroskedastisitas tanpa gejala autokorelasi. Estimator OLS tidak bersifat 
BLUE (Best Linear  Unbiased Estimator),  tetapi hanya LUE.  Dengan 
demikian,  nilai standard error dari koefisien hasil estimasi yang dihasilkan 
dengan metode OLS pendekatan fixed effect model tidak akurat. Untuk 
menyelesaikan masalah heteroskedastisidas demikian, treatment yang 
digunakan mengganti metode estimasi menjadi metode Weighted Least 
Square (WLS) sehingga metode etimasi terbaik diperoleh Fixed Effect Model 









Dependent Variable: Y1? 
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 04/01/16   Time: 09:02   
Sample: 2010 2014   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 33   
Total pool (balanced) observations: 165  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1? 0.031740 0.007515 4.223703 0.0000 
X2? -0.033772 0.005297 -6.375129 0.0000 
X3? -0.005764 0.003622 -1.591206 0.1140 
X4? 0.041300 0.046968 0.879335 0.3809 
C 2.734476 3.322140 0.823107 0.4120 
Fixed Effects (Cross)     
_ACEH—C -2.536061    
_SUMUT—C 0.407618    
_SUMBAR—C 1.080369    
_RIAU—C -2.229750    
_JAMBI—C 1.270643    
_SUMSEL—C -0.283885    
_BENGKULU—C 0.346225    
_LAMPUNG—C 0.119430    
_KEPBALBEL—C -0.436479    
_KEPRIAU—C 0.981708    
_JAKARTA—C 0.144917    
_JABAR—C 0.268461    
_JATENG—C -0.602669    
_YOGYAKARTA—C -1.017684    
_JATIM—C 0.199955    
_BANTEN—C 0.504460    
_BALI—C 0.145477    
_NTB—C -2.888814    
_NTT—C -0.541849    
_KALBAR—C -0.755598    
_KALTENG—C 0.896662    
_KALSEL—C 1.068471    
_KALTIM—C -2.114870    
_SULUT—C 0.425742    
_SULTENGAH—C 2.166424    
_SULSEL—C 1.988447    
_SULTENGGARA—C 2.089525    
_GORONTALO—C 1.931016    
_SULBAR—C 3.341254    
_MALUKU—C 0.275846    
_MALUT—C 0.485670    
_PAPBAR—C -1.479441    
_PAPUA—C -5.251220    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      
 
    
 Weighted Statistics   
     





    
Sumber : Data sekunder yang diolah dengan e-views 9.5 
 
5. Pengaruh Variabel Independen Penelitian dengan Variabel Dependen 







R-squared 0.860233     Mean dependent var 16.62460 
Adjusted R-squared 0.820924     S.D. dependent var 11.14574 
S.E. of regression 1.362108     Sum squared resid 237.4832 
F-statistic 21.88363     Durbin-Watson stat 2.062006 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.655444     Mean dependent var 6.006424 
Sum squared resid 271.9526     Durbin-Watson stat 1.671960 
     
     
Variabel             Koefisien         t-Statistic        Prob.          Pengaruh 
        Independen 
Indeks 
Kebebasan Sipil 
0,031740 4,223703 0,0000 
Positif dan 
signifikan 











0,041300 0,046968 0,3809 
Positif dan Tidak 
Signifikan 
       Total Observasi   : 165 
R-squared           : 0,860233 
Adj. R-squared    : 0,820924 
F-statistic              : 21,88363 
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